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Kata Kunci : Wanprestasi, Kontrak Langganan Jaringan TV

Kabel, ljarah Bi AI-Manfa’ah.

Wanprestasi pada kontrak langganan jaringan TV kabel di wilayah Kota Banda
Aceh vyaitu pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan TV
kabel, kemudian setelah pemasangan jaringan TV kabel pihak yang
menyewakan tidak memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan
mengenai siaran TV kabel. Pasalnya seringkali terdapat pelanggaran dalam
memenuhi hak-hak konsumen yang dilakukan oleh penyedia layanan TV kabel
berlanggan. Seharusnya pihak penyedia TV kabel lebih memperhatikan siaran
yang di tampilkan, yaitu tidak adanya siaran yang tidak bagus apalagi siarannya
rusak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi
yang dilakukan dalam kontrak TV kabel di wilayah kota Banda Aceh, dan
bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel
menurut perspektif akad jarah Bi Al-Manfa’ah. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT Maulana Mitra Media dan
pelanggan dari kalangan masyarakat umum yang mencakup tata cara kontrak
langganan jaringan TV kabel. Hasil penelitian menunjukkan wanprestasi terjadi
kerena tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan juga karena terlambatnya
membayar iuran bulanan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara
damai antara kedua belah pihak, dimana pelanggan harus membayar iuran
bulanan serta dengan dendanya dan juga pihak manajemen jaringan TV kabel
berlangganan akan segera memperbaiki secepatnya mengenai tayangan televisi
yang sering hilang. Perspektif ljarah Bi Al-Manfa’ah dalam kontrak langganan
jaringan TV kabel pada PT Maulana Mitra Media di Kota Banda Aceh sesuai
dalam Figh muamalah serta penyelesaian wanprestasi sesuai dengan Ash Sulh
(perdamaian) dalam Hukum Ekonomi Syari’ah dan disarankan kepada kedua
belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut
dengan cara baik-baik yaitu melalui jalan damai dan mematuhi isi dari surat
kontrak agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.
\



KATA PENGANTAR
P YT ey :'-":l "
S et
Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT.
yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga
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pengetahuan ini.
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untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam
rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu
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2. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku pembimbing | dan Nahara Eriyanti,
S.HI., MH selaku pembimbing Il, yang telah banyak memberikan
bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa
terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu

memudahkan segala urusan mereka berdua.
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Hanya do’a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang

telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per
satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf | Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
| ARf tidak tidak | N ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
o Ba’ B Be e za /4 zet
' (dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T iLe ¢ ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan | & Gain |G Ge
titik di
atas)
z Jim J je - Fa’ F Ef
C Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
c Kha’ | Kh ka dan ha | &l Kaf K Ka
2 Dal D De J Lam |L El




3 Zal V4 zet a Mim | M Em
(dengan
titik di
atas)
B Ra’ R Er O Niin N En
) Zai Z Zet Wau |W We
" Sn |S Es > Ha® |H Ha
B Syin | Sy esdanye | ¢ Hamz | ¢ Apostrof
ah
o Sad S e_s_(dengan $ Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
U Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

o fathah A A
Kasrah | |
dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

X



Tanda Nama huruf Gabungan huruf | Nama
... fathah dan ya’ Ai adani
5. fathah dan wau Au adanu
Contoh:

8 kataba

Jaa -fa‘ala

)55 -zukira

(YR -yazhabu

a;‘i“ -su’ila
g—“:‘5 -kaifa

Jds  -haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan | Nama Huruf dan Nama

Huruf Tanda

s fathah dan alifatau | A a dan garis di atas
ya’

.8 kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas

% dammah dan wau U u dan garis di atas

Xi




Contoh:

Ja -gala
R -ramd
a8 -gila

U}Sﬁ -yaqiilu

4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk 7@ ’marbitah ada dua:

1)

2)

3)

Contoh:

Ta’ marbitah hidup

ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

Ta’ marbiitah mati

ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah

ituditransliterasikan dengan ha (h).

J WhYaia ) —raud ah al-agfal

-raud atul atfal

5554l Jaaall _al-Madmah al-Munawwarah

-AL-Madinatul-Munawwarah

Y
A

%
\
°

-talhah
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah
tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddabh itu.

Contoh:

Sy -rabband
JR -nazzala
3;\5\ -al-birr
&) -al-hajj
Azl -nu’ ima
6. Katasandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
( J) ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata
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sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sempang.

Contoh:
JA5) -ar-rajulu
Y -as-sayyidatu
Oyl -asy-syamsu

Al -al-galamu
axll al-badiu
JoAl -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
A
BERES (& -ta’ khuzina
¢«3m -an-nau’
G—N -syai 'un
o) -inna
PR )
‘—U@‘ -umirtu
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JSi -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:
G )50 5 54 ) 5
& Sl 51T 38506
SR 430 5
L L Saslal Haa alll oy
coll Fea e UGN e all

9. Huruf Kapital

-Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
-Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan

-Ibrahim al-Khall

-Ibrahimul-Khall

-Bismillahi majrahd wa mursah
-Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

-man istata‘a ilahi sabila

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:

3}1{)‘\1‘ EVES 55 -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Wi Ba s lvy u'ajji u‘ -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
‘*5,) La ‘&-’-’ Lﬁﬁﬂ -lallazi bibakkata mubarakkan
Siall 4 353 @) Juma)hed -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil
qur’anu
u—*—Lﬂ‘ ég}y L% s  -wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubni
Ciad Gl Gy AW A g ihamd tillahi rabbi al-‘alamn
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:

1“)5 é:‘aj Al (ye yiad -Nasrun minallahi wa fathun garib
Liea HaY) 4ll -Lillahi al-amru jami ‘an

Al ‘»"L"g-:-“ ;JSJ :\ﬂ\j -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
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Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
Catatan:
Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin lama semakin meningkat dewasa
ini membuat banyak bermunculan jenis-jenis teknologi terbaru dalam kehidupan
kita, terlebih di era globalisasi ini yang segalanya dituntut untuk mendapatkan
informasi secara cepat dan digital. Salah satu teknologi yang sangat akrab dalam
kehidupan masyarakat dewasa ini ialah televisi. Masyarakat di era modern ini
sudah paham akan hal tersebut, segala arus informasi berjalan dengan sangat
cepat dan beragam. Kebutuhan akan cepatnya informasi dapat dengan mudah di
akses oleh masyarakat melalui media televisi.

Televisi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.
Banyak orang menghabiskan waktunya lebih lama di depan televisi
dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan keluarga
maupun pasangan mereka. Bagi banyak orang televisi adalah teman, televisi
menjadi cermin perilaku masyarakat, dan televisi dapat menjadi candu. Televisi
membujuk kita untuk mengonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Televisi
memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang
bagaimana kita menjalani hidup ini. Media massa berperan aktif sebagai proses
penyampaian suatu informasi kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, penyediaan konten atau channel televisi telah
berpindah haluan dari cara konvensional yang menggunakan antena UHF, ke
arah digital melalui jejaring perusahaan TV kabel yang meredistribusikan
channel-channel tersebut kepada masyarakat untuk dikonsumsi sebagai hiburan

atau sebagai sarana penyampaian informasi yang aktual dan faktual.

! Suradi, Aminah, Ayu Permata Sari, perlindungan konsumen, lembaga penyiaran
berlangganan, https://ejournal3.undip.ac.id, diakses: 25 juni 2019.
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TV kabel bukan hal yang baru lagi di masyarakat karena dalam bisnis ini
TV kabel semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat akan tontonan yang
berbeda dari channel lokal beralihn ke channel Internasional. TV kabel
membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan
dunia.

Perkembangan TV kabel berlangganan di Indonesia saat ini sudah sangat
pesat. Saat ini di kota-kota besar, sejumlah operator TV kabel berlangganan
saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan menawarkan berbagai
macam program dan hiburan televisi yang menarik. Selain menawarkan hiburan
yang menarik, pesatnya pertumbuhan TV kabel disebabkan oleh pemasangannya
tidak sulit yang hanya menggunakan kabel itupun dipasangkan pihak yang
menyewakan, tidak memasang sendiri. Alasan lainnya juga karena channel dari
TV kabel itu lebih banyak sekitar 55 channel kurang lebih. Berbeda dengan
anthena yang pemasangannya lebih sulit dan rumit, karena anthena harus
dipasang di tempat yang tinggi dan harus mengatur posisi anthena agar gambar
televisi bisa jernih tapi dengan resiko jatuh dari ketinggian yang bisa
membahayakan keselamatan jiwa.? Dan anthena juga gampang rusak karena
angin yang kencang, dan channel nya juga lebih sedikit dibandingkan dengan
TV kabel. Berhubung banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia
layanan TV kabel, masyarakat yang sudah bergabung menggunakan layanan
tersebut dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia,
mendapatkan hiburan yang bermutu dan mampu mengikuti informasi yang
beredar di kalangan masyarakat, melalui media TV kabel berlangganan. Dengan
adanya TV kabel maka pemberitaan yang ada akan lebih banyak, bahkan
channel Internasional akan di siarkan pada TV kabel sehingga masyarakat dapat

menyaksikan channel Internasional.

2 Wawancara dengan Husaini, pelanggan TV kabel, pada Tanggal 24 juni 2019 di kec.
Kuta alam.



Bisnis TV kabel yang mendistribusikan channel pada dasarnya dalam
Islam dikenal dengan istilah /jarah atau kontrak sewa menyewa. Jjarah adalah
suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dalam keadaan
mengikat, yaitu kedua belah pihak menimbulkan hak serta kewajiban.® Ijarah
merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang
diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dalam ketentuan
kontrak sewa, bentuk perpindahan barang dari pemilik barang kepada penyewa
adalah berupa bentuk fisik objek sewa, agar dimanfaatkan oleh pihak penyewa
sebagai imbalan dari pengambilan manfaat objek barang tersebut. Penyewa
berkewajiban memberikan biaya sewa.

Secara konseptual, pemanfaatan TV kabel dikategorikan sebagai akad
ijarah bi al-manfa’ah. Akad ijarah bi al-manfa’ah ini merupakan akad sewa
atas fasilitas yang disediakan oleh pihak lainnya. Menurut pendapat Hanafiyah
mengartikan ijarah bi al-manfa’ah dengan menggunakan akad yang berisi
pemilikan manfaat tertentu dari suatu akad yang berisi pemilikan manfaat
dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.* Dengan kata lain, dalam
praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang
disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek transaksi. Sebagai
imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban
memberikan bayaran. Dengan demikian, ijarah bi al-manfaah merupakan suatu
kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakan
kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak
untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. °

Dalam suatu akad sewa-menyewa (Zjarah) di anggap sah apabila
memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu upah atau barang yang di sewakan. Syarat

dari barang yang disewakan sebagai berikut:

3 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konseptual, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo
Perscet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) him. 31

4 Karim Helmi, Figh Mu’amalah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm. 73

% Al-Kasani, Al-Bada’i ash-Shana’i, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19), him. 174



1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2. Hendahlah barang yang menjadi objek sewa menyewa dapat

diserahkan kepada penyewa.

3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh)

menurut syara’ bukan hal yang dilarang (haram).®

ljarah bi al-manfa’ah mengharuskan kepada kedua belah pihak yang
berakad (al-muta’dgidain) baik pemberi sewa maupun penyewa agar dapat
melakukan akad sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam yang tidak
memberatkan salah satu pihak, terlepas dari ketidakpastian (gharar), yang harus
jelas statusnya baik dari segi kehalalan maupun segi kepemilikan. Dalam jasa
penyewaan tempat pihak perusahaan disebut sebagai mu ajjir dan penyewa
sebagai musta jir.

Ulama Hanafiyah membuat konsep ijarah bi al-manfa’ah ini sangat
umum yaitu suatu transaksi pada suatu manfaat dengan imbalan tertentu
sedangkan mazhab Syafi’i membuat konsep ijarah bi al-manfa’ah ini lebih
spesifik dibanding mazhab Hanafi, yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat
yang telah ditetapkan secara spesifik dan tertentu, transaksi ini bersifat mubah
sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa meskipun barang tersebut
bukan miliknya namun harus dibayar dengan sejumlah uang dengan jumlahnya
yang disepakati dan tempo pembayarannya disepakati.® Konsep ulama
Syafi’iyah ini cenderung lebih ketat dalam menilai bentuk manfaat yang
digunakan dan juga biaya sewa yang harus dibayar sehingga antara bentuk
pemanfaatan objek sesuai dengan nilai sewa yang harus dibayar oleh pihak

penyewa. Rentang waktu pemanfaatan dalam akad ijarah bi al-manfa’ah harus

® Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer: Hukum Perjanjian,
Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Gralia Indonesia, 2012), hal 189

" Wahbah al-Zuhaily, Al-Figh al-Islami wa Adilatuh, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989) jilid
IV, him. 7664

8 Al-Kasani, Al-Bada’i ash-Shana’i, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19), him. 175



disepakati secara spesifik karena mempengaruhi nilai sewa yang harus dibayar
penyewa.

Implementasi akad Ijarah bi al-manfa’ah dalam sewa-menyewa layanan
TV kabel tercermin dalam penandatanganan surat perjanjian atau kontrak yang
ditandatangani ke dua belah pihak. Pada saat penandatanganan itulah terjadi
kesepakatan para pihak yang memindah tangankan manfaat dari suatu barang,
dalam hal ini ialah seperangkat TV kabel. Secara lengkapnya, mekanisme
pemasangan TV kabel secara rincinya ialah sebagai berikut; Pertama pihak
konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan TV kabel oleh pihak
yang menyewakan dengan cara di hubungi langsung face to face ke tempat
pihak yang menyewakan atau dengan cara lewat telepon atau sms. Selanjutya
pihak yang menyewa datang ke rumah untuk memasang TV kabel. Awal
pemasangan TV kabel di kenakan biaya Rp. 150.000. kemudian pihak yang
menyewakan memberikan selembar surat perjanjian untuk ditanda tangani
kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta
mencatat tanggal awal pemasangan sebagai acuan penarikan selanjutnya setiap
bulannya dengan membayar Rp. 75.000/bulan. Tetapi dalam hasil wawancara
dengan pengguna jasa pemasangan TV kabel, dalam awal akad pihak yang
menyewakan tidak memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan
mengenai TV kabel tersebut.’

Setiap bulan pelanggan atau konsumen pengguna jasa di tarik
pembayaran sewa jasa TV kabel dengan cara pada saat sudah tanggal
pembayaran, pihak yang menyewakan mendatangi langsung setiap rumah
pelanggannya dan memberi sebuah bukti pembayaran siaran TV kabel. Pada
saat inilah disatu pihak, kewajiban pihak konsumen telah terpenuhi, namun
berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen TV kabel, terkait

dengan pelaksanaan kontrak sewa menyewa atau ljarah bi al-manfa’ah terhadap

® Hasil wawancara dengan Muklisuddin, pelanggan TV kabel, pada Tanggal 25 juni
2019 di kec. Kuta alam



produk TV Kabel berlangganan, seringkali terdapat pelanggaran dalam
pemenuhan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh perusahaan penyedia
layanan TV kabel berlangganan. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu
disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Bentuk wanprestasi yang
dilakukan pun bermacam-macam. Dalam hal ini terdapatlah suatu bentuk
wanprestasi yang dilakukan pihak penyedia TV kabel karena tidak memenuhi
hak-hak konsumen untuk mendapatkan siaran semestinya. Seharusnya pihak
penyedia TV kabel lebih pemperhatikan siaran yang di tampilkan, yaitu tidak
adanya gejala-gejala tampilan yang kurang bagus apalagi siarannya tidak
nampak sama sekali. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji dan
melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dalam hal ini yaitu skripsi yang
berjudul “Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV
Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-
Manfa’ah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis

merumuskan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak
langganan TV kabel di wilayah kota Banda Aceh?

2. Bagaimana tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen
TV kabel terhadap wanprestasi perjanjian langganan yang telah
dilakukan oleh pihak konsumennya?

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh
manajemen TV kabel menurut perspektif akad Zjarah bi al-
manfa’ah?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai syarat untuk

menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan



Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Namun, secara spesifik penelitian
ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak
langganan TV kabel di wilayah kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh
manajemen TV kabel terhadap wanprestasi perjanjian langganan yang
telah dilakukan oleh pihak konsumennya.

3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh

manajemen TV kabel menurut perspektif akad ljarah bi al-manfa’ah.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk
membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran
yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang
terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Perjanjian

Subekti menyatakan dalam buku hukum perjanjian “Perjanjian adalah
suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dua
orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu termasuk di antaranya
sewa-menyewa”. 1°

Dalam suatu perjanjian tentu mempunyai istilah dalam hal ini hukum
perjanjian dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “contract”, yang
penerapannya dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Namun hukum
perjanjian ini berbeda dengan istilah “perikatan” karena perikatan di maksudkan
sebagai semua ikatan yang diatur didalam KUH Perdata, jadi baik itu perikatan
terbit karena undang-undang atau perikatan terbit dari suatu perjanjian. Adapun

pengertian perjanjian sebagai berikut:

10 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1980), him. 1.



Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang
menimbulkan, modifikasi, atau menghilangkan hukum. Kemudian berdasarkan
pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian yaitu suatu perbuatan
dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih.1t

Dimaksudkan dengan perjanjian di dalam penulisan ini yaitu perjanjian
antara pelanggan atau konsumen dan pihak yang menyewakan jaringan TV
kabel.

2. Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu “wanprestatie” yang
berarti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian, prestasi yang buruk atau prestasi
yang tidak layak.*? Dimaksudkan dengan wanprestasi di sini yaitu “salah satu
pihak yang mengingkari atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan segala
syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian. Sehingga
menimbulkan kerugian salah satu pihak.

3. TV Kabel

TV kabel (cable television) juga dikenal sebagai televisi berlangganan
atau televisi berbayar. Untuk bisa menikmati tayangan dari televisi kabel,
pengguna harus berlangganan sehingga dikenakan biaya per bulannya. Ditinjau
dari definisinya, TV kabel merupakan sistem penyiaran acara televisi melalui
sinyal frekuensi radio yang ditransmisikan via serat optik atau kabel coaxial.t®
Keterangan di atas jalas bahwa TV kabel berbeda dengan televisi pada
umumnya yang disiarkan melalui udara dan harus ditangkap menggunakan
antena. Jika anda berlangganan TV kabel, anda bisa juga berlangganan layanan
internet dengan menumpang jalur TV kabel tersebut.

4. [ljarah bi al-manfa’ah

1 Munir Fuadly, Konsep hukum perdata, (jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 179

123, Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni), him. 22

13 Jubilee Enterprise, Rahasia Menjadi Jago Download, (Jakarta: PT Elek Media
Komputindo, 2010) him. 21.



Kata Jjarah bi al-manfa’ah adalah gabungan dari dua kata yaitu ljarah
dan manfa’ah. Kata ljarah, menurut bahasa berasal dari kata “al-qjru” yang
berarti “al-iwadh” yaitu ganti. Sedangkan menurut syara’ kata “al-ljarah”
adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.**

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarah bi al-manfa’ah
adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang
sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang
berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan
tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfa’ah dari suatu
benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat
disimpulkan, bahwa ijarah bi al-manfa’ah merupakan suatu kesepakatan yang
dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan
tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat
menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari
penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah,
dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada
dan yang belum ada.’® Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan
beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, seperti halnya penelitian
ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan
judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan

pembahasan ini antara lain yaitu:

14 Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, (terj. Kamaruddin A. Marzuki), jilid 13, (Bandung: Al-
Ma’arif, 1997), hlm. 15.
15 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 58
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Skripsi yang ditulis oleh Zia lka Fitria yang berjudul “Legalitas Sewa-
Menyewa Kios Di Hutan Negara Sare Ditinjau Menurut Konsep [jarah Bi Al-
Manfa’ah” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry tahun 2018. Tulisan ini didalamnya membahas tentang proses
penyewaan tempat berjualan yang berada di atas tanah negara serta status
hukum dan praktik sewa-menyewa kios yang berada di hutan Negara Saree
menurut perspektif Jiarah bi al-manfa’ah.'® Yang membedakan penelitian ini
dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada
penelitian ini objek penelitiannya adalah sewa-menyewa kios di hutan negara
sare dalam perspektif akad Zjarah bi al-manfa’ah, sedangkan pada penelitian
penulis, objek penelitiannya adalah TV kabel berlangganan dalam perspektif
akad [jarah Bi Al-Manfa’ah.

Selanjutnya skripisi yang ditulis oleh Dian Rani Kusuma Dewi yang
berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan TV Berlangganan Tranvision
Semarang (Studi Kasus peralihan Telkomvision menjadi Transvision)”
diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Purwokerto, Tahun 2018. Tulisan ini didalamnya membahas
tentang tingkat kesesuaian antara harapan pelanggan dengan Kinerja yang
diberikan perusahaan berdasarkan tingkat kepuasan konsumen TV berlangganan
tranvision.!” Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah
penulis lebih memfokuskan kepada wanprestasi yang terjadi pada kontrak
langganan jaringan TV kabel, sedangkan pada penelitian ini lebih

memperhatikan kesesuaian antara harapan pelanggan dengan Kinerja yang

16 Zia Ika Fitria, skripsi, Legalitas Sewa-Menyewa Kios Di Hutan Negara Sare Ditinjau
Menurut Konsep [jarah Bi Al-Manfa’ah. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

"Dian Rani Kusuma Dewi, skripsi, Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan TV
Berlangganan Tranvision Semarang (Studi Kasus peralihan Telkomvision menjadi
Transvision). (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.
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diberikan perusahaan. Penulis juga ingin meninjau menurut hukum Islam dalam
perspektif akad ljarah Bi Al-Manfa ah.

Kemudian skripisi yang ditulis oleh Nurmaritsa yang berjudul
“Konsekuensi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum
Islam” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry tahun 2017. Tulisan ini didalamnya membahas tentang proses
perjanjian kerja di CV. Atjeh Advertising, menjelaskan pelaksanaan pemberian
sanksi oleh CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang melakukan
wanprestasi, serta menjabarkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan
pemberian konsekuensi olen CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang
wanprestasi.’® Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek
penelitiannya adalah pencetakan digital printing yang ditinjau menurut hukum
Islam, sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah TV kabel
berlangganan dalam perspektif akad Jjarah Bi Al-Manfa’ah.

Selanjutnya skripisi yang ditulis oleh Bachtiar Muhsin Fauzan yang
berjudul “4mnalisis Pelayanan Konsumen Pada Langganan TV Kabel Indovision
Di Kota Surakarta” di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Tulisan ini di dalamnya membahas
tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang berlangganan TV kabel
indovision dan upaya hukum yang dilakukan konsumen yang dirugikan
berlangganan TV kabel indovision.!® Yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian penulis adalah pada perjanjiannya, penelitian ini melakukan suatu

perjanjian dengan menggunakan hukum positif sedangkan penelitian penulis

18 Nurmaritsa, skripsi, Konsekuensi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Ditinjau
Menurut Hukum Islam. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017.

19 Bachtiar Muhsin Fauzan, skripsi, Analisis Pelayanan Konsumen Pada Langganan TV
Kabel Indovision Di Kota Surakarta. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.



12

ingin meninjau menurut hukum Islam dengan menggunakan akad ijarah bi al-
manfaah.

Selanjutnya skripisi yang ditulis oleh Rizal Fahmi yang berjudul
“Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Siaran Televisi Berlangganan ( Suatu
Penelitian Di PT Indonusa Telemedia Cabang Banda Aceh)” di terbitkan oleh
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2016. Tulisan ini di dalamnya
membahas tentang pelaksanaan perjanjian penggunaan siaran televisi
berlangganan menggunakan parabola.®® Yang membedakan penelitian ini
dengan penelitian penulis adalah pada perjanjiannya, penelitian ini melakukan
suatu perjanjian menurut hukum positif, sedangkan penelitian penulis ingin
meninjau menurut hukum Islam dengan menggunakan akad ijarah bi al-
manfaah dan juga yang menjadi objek atau alat dalam penelitian penulis ialah
tentang TV kabel berlangganan yang tidak mengunakan parabola.

Selanjutnya skripisi yang ditulis oleh Sholikah yang berjudul “Analisis
Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan /jarah Anggota Koperasi Simpan
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali” di
terbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN)
tahun 2018. Tulisan ini di dalamnya membahas tentang penyelesaian
wanprestasi pada pembiayaan [jarah anggota koperasi simpan pinjam dan
pembiayaan syariah bina umat mandiri bumi boyolali.?’ Yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang
digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Anggota Koperasi
Simpan Pinjam dalam perspektif akad [jarah, sedangkan pada penelitian
penulis, objek penelitiannya adalah TV kabel berlangganan dalam perspektif
akad [jarah Bi Al-Manfa’ah.

2 Rizal Fahmi, Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Siaran Televisi Berlangganan
(Suatu Penelitian Di PT Indonusa Telemedia Cabang Banda Aceh). (Skripsi Tidak
Dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.

2L Sholikah, Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Ijgrah Anggota
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali. (Skripsi
Tidak Dipublikasikan). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN), 2018.
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Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat
perbedaan yang signifikan antara penelitian yang akan penulis teliti, namun
tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian
diatas, oleh karena itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya
ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih

terbuka lebar.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan
kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang
melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif
yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian
yang bear mengumpulkan dan menganaalisis data yang menentukan tujuan daan
arah penulisan karya ilmiah ini.?? Data yang dihasilkan dari metode penelitian
akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif
yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu keadaan dan
gejala tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk
menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat.?® Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-analisis
yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan
pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat
mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara
objektif.

22 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), him 7.

23 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), him. 25.
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2. Sumber Data
Sumberdata yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber
data primer dan skunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik
dari individu ataupun peroragan seperti hasil wawancara yang dilakukan
olen seorang peneliti. Dalam hal ini data primer digunakan dari
penelitian lapangan.?* Informan yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah pihak yang menyewakan TV kabel dan pelanggan yang
berlangganan TV kabel di wilayah Kota Banda Aceh Banda aceh.
b. Data skunder
Data skunder adalah data-data yang berasal dari pihak kedua,
ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak
yang bukan peneliti sendiri dan bukan yang diusahakan oleh peneliti
dalam melakukan pengumpulan data, misalnya data yang diambil adalah
berasal dari buku ataupun majalah dan sebagainya. Dalam hai ini data
skunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari
buku, koran, majalah, jurnal, serta informasi-informasi yang berasal dari
media masa online.?®
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang
ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya
ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah
PT. MAULANA MITRA MEDIA Cabang Banda Aceh, di Lampaseh dan Kuta

Alam. Penulis memilih lokasi ini karena ini salah satu yang menyewakan TV

24 Husein Umar,Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta:Rajawali
Pers, 2011).

25 Bambang Sugono,Metodelogi Penelitian Hukum,(Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada), him.114.
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kabel dan sejauh pengamatan penulis disitulah yang banyak terjadi wanprestasi
dan juga hanya data ini saja yang diambil dengan pertimbangan.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek
penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.?® Untuk mendapatkan data yang
sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan
data berupa interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Wawancara (interview)

Metode mawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui
iteraksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.?” Teknik
wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat
untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapat.
Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan
pertanyaan langsung secara lisan kepada responden yang dapat memberi
informasi kapada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah
pihak yang menyewakan TV kabel maupun karyawan TV kabel dan pelanggan
TV kabel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data
tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang tidak
dipublikasikan. Dengan demikian data dukumentasi ini merupakan dokumen
personal yang dimiliki oleh institusi atau pribadi untuk kepentingan pribadi yang

tidak diterbitkan untuk kepentingan umum.?

% Burhan Bungin, Motodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), him.
119.

2’ Muhammad Teguh, Metodelogi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), him. 136.

28 Marzuki Abu Bakar, Metode Penelitian, (Banda Aceh: 2013), him. 57
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5. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat bantu lainnya yang
digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data didalam penelitian
ini. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan
para narasumber atau pihak pemberi informasi.

b. Alat rekam, baik itu tape recorder ataupun handphone yang dapat
dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai
wawancara dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.

c. Lainnya berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesa
awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.

6. Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul, selanjutnya
penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil
observasi, wawancara, maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis
diklasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilihnya berdasarkan tujuan
masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan
memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan
tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta
memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data
tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan

kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

7. Pedoman penulisan
Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi
2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158
Tahun 1987 — N0.0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis
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kutip dari al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
Republik Indonesia Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan ini,
maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan terlebih
dahulu, dimana sistematika ini terurai dalam 4 bab yang disusun dalam
berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan saling terkait
antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas secara rinci tentang landasan teoritis mengenai
sewa-menyewa dalam hukum Islam, Zjarah bi al-manfa’ah, pengertian dan
dasar hukum Zjarah, rukun dan syarat ljarah bi al-manfa’ah, berakhirnya ljarah
bi al-manfa’ah, wanprestasi, pengertian dan dasar hukum wanprestasi.

Bab ketiga merupaka bab inti pembahasan yang memaparkan tentang
perspektif akad [jarah bi al-manfa’ah terhadap wanprestasi dalam kontak
langganan jaringan TV kabel, yang meliputi gambaran umum tentang jaringan
TV kabel, bentuk wanprestasi yang dilakukan pelanggan TV kabel, tindakan
dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen TV kabel terhadap wanprestasi
perjanjian langganan yang telah dilakukan oleh pihak konsumennya, serta
penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel dalam
perspektif akad ljarah bi al-manfa’ah.

Bab keempat merupakan penutup sabagai rumusan kesimpulan dari hasil
penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai
penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan

berhubungan dengan permasalahan diatas.



BAB DUA

AKAD IJARAH Bl AL-MANFA’AH DAN KAITANNYA DENGAN

WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MUAMALAH

A. Pengertian Akad Jjarah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad Zjarah.

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan

ijarah, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau

transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah
dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu.
Maksudnya, ijarah yang dilakukan tersebut atas keinginan oleh
kedua belah pihak antara pihak pemilik barang dengan pihak
penyewa, tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Di
samping itu, objek yang diijarahkan bukanlah harta yang diharamkan
dalam Islam, seperti sewa-menyewa senjata api untuk membunuh
seseorang dan sebagainya.?®

Menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah memberikan hak
kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai
imbalan. Oleh karena itu setiap yang dapat dimanfaatkan disertai
ditetapkan sosok barang maka diperbolehkan ijarah atasnya, dan jika
tidak maka tidak diperolehkan.*

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, ijarah adalah pemindahan hak
bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan atas barang tertentu. Maksudnya

223.

him. 387

2 Al-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), him.

30 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011),

18
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d. Kketika proses ijarah telah jatuh tempo maka barang yang diijarahkan
tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.3!

e. Menurut Sayyid Sabig, ijarah adalah suatu jenis akad untuk
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu,
ketika seseorang menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya,
maka tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian
pula halnya menyewakan dua buah mata uang (emas dan perak),
makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang.
Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali
dengan menggunakan barang itu sendiri.>?

f. Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), ijarah aau sewa
adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barag dan jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu

sendiri.33

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, ljarah dapat dipahami
sebagai perjanjian yang didasari untuk pengambilan manfaat terhadap suatu
benda, dengan ketentuan bahwa benda yang diambil manfaat tersebut
materilnya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam
praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang
disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai
imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban

meberikan bayaran.

31 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet I, (Jakarta:
Gema Insani, 2001), him. 117.

32 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-
Ma’arif, 1997), hlm. 15.

3 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2017), him. 138.
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Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa ljarah merupakan suatu
kesepakatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk
melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua
belah pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam

pemanfaatan terhadap suatu objek.

2. Dasar Hukum Jjarah
Hukum ljarah dijumpai dalam nash-nash Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan ijma’
para ulama ahli figh serta giyas. Semuanya merupakan landasan hukum
Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta
dibenarkan atau dilarangnya, suatu tindakan hukum dalam syariah.
a. Dalil Al-Qur’an
Adapun dasar hukum dari ijarah terdapat dalam Al-Quran surat
Al-Bagarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

‘)_5 Jo/° o}aﬂ/o}a‘/ faﬁo/// -8 /fa}//of 2 O/c/afola/fa/
T by el (25T GRS 15 G SCIE Z U5 s (STSUGT | e T2 OF 3T O
CART

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertagwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Bagarah: 233)

Surat al-Bagarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan
landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat
tersebut diterangkan bahwa apabila seseorang memakai jasa seperti
menyusukan anak kepada orang lain juga termasuk kedalam bentuk
ijarah, setelah ibu dan ayah dari sianak sepakat bahwa anaknya disusui
oleh perempuan lain, yang disebabkan oleh suatu kesulitan baik dalam
bentuk kesehatan maupun hal lainnya. Maka hal tersebut dibolehkan

dengan syarat pemberian yang patut atas manfaat yang diberikan
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perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka dan upah biayanya
patut sesuai dengan keadaan tempat yang berlaku. Memakai jasa juga
merupakan suatu bentuk sewa-menyewa dan mengandung manfaat yang
dapat digunakan, oleh Kkarena itu harus diberikan upah atau

pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.3*

Dalam surah Al-Qashash (28) ayat 26, Allah befirman:

5l b g st o o0 a,ﬁw iU Udeshs) =06
Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: Wahai
ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang
yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashash: 26)

Ayat ini menunjuk pada keabsahan kontrak [jarah. Ayat ini
berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri
Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di
isti jar (disewa tenaganya/jasa) guna pengembalakan domba. Avyat
berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan
sistem pengupahan yang diterima. Cerita ini menggambarkan proses
penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu
dilakukan (Katsir, 2000).%

Selanjutnya dalam surat At-ThaIaq (65) ayat 6 Allah berfirman:

°/C .u/}w}.u/} ow}}

////// . TR /)/)
fu{,&)w)wu JGJMM@J@J;\W\}J”UU)\;
2 %‘ 5o
o A d‘) S ST O LA A

3 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery
Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), him. 67.

% Harun, Figh Muamalah, (surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017). Hal.
123
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertepat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri
yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika
kamui menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalaqg: 6)

Surat ath-Thalag ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fugaha
sebagai landasan hukum dalam hal akad ijarah. Ayat diatas
membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui orang lain. Ayat ini juga
menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang
lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya
kepada yang memberikan jasa.*

Seperti menyewakan jasa perawatan bayi, hukumnya sah.
Sekaligus menyusuinya, atau salah satunya, karena perawat termasuk
salah satu jenis pelayanan. Jika penyewaan menyusui secara tersendiri
boleh dilakukan, tentu jasa penyewaan jasa menyusui beserta perawatan

anak jauh diperbolehkan, karena kebutuhan menurut demikian.®
b. Hadits

Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Sa’ad ibnu Abi
Wagqqash, ia berkata:

‘5J§jL:§JGWJ%&&\&M‘J%)Q\&G}J\W&
;,.AJ\; Ualy &3 La. o ol J};&;Q;M&g@s&@/&m
By 295 pl 5 del o)g5).80)

% Haji Abdulmalik Abdukarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, jili 10 (Singapore: Kerjaya

Print Pte Ltd, 2017), him. 7474,

him. 63.

37 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fighu Asy-syafi’i Al Muyassar, (Beirut: Darul-Fikr, 2008),

38 Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy,( Beirut : Dar al-fikr,1994)hIm. 271
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Artinya:”Dari Sa’ad bin Abi Waqqgash sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari
tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan
memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas, atau
perak”. (HR. Nasa’i).

Kemudian Hadits Riwayat Ibnu Majah dari lbnu Umar, bahwa

Nabi bersabda:
s > ’ﬂ/}.m skl 1oy ade dll Lo dll J g’y JU ;Ju;;ig: A e e
(3942-\.,4 U”‘ o\j)) :\.3;,/9 i,a_>u/ :JT/ ;}:;

Artinya : “Dari abdullah bin umar ia berkata : Rasulullah SAW bersanda:
Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR.
Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa-
menyewa terutama yang memakai jasa manusia  untuk
mempekerjakannya. Nabi sangat menganjurkan agar upahnya dibayar
sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.
Artinya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-
tunda.

Melihat kepada penjelasan ayat dan hadits di atas dapat
dinyatakan bahwa, dalam Islam pembahasan-pembahasan muamalah
relatif tidak terbatas, hal tersebut dikarenakan agama Islam memberikan
ruang yang luas kepada penganutnya untuk berkreasi dalam urusan

muamalah selama tidak dalam perkara yang haram.

Cc. Ijma’ para ulama
Berdasarkan ijma’ para ulama sepakat bahwa [jarah itu
dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah

kesepakatan (ijma’). Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan

% Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiny, Sunan lbnu Majah, jilid I,
(Beirut : Dar al-fikr, 2004) him. 20
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ljarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada
larangan untuk melakukan kegiatan Jjarah.*

Oleh karena itu, berdasarkan nash Al-Quran, sunnah (hadist) dan
ijma’ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum Zjarah atau upah
mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai
dengan syara’. Tujuan disyariatkannya /jarah adalah untuk memberikan
keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai
uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempuyai
tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya Jjarah keduanya saling
mendapatkan keuntungan.

B. Jenis-Jenis Akad Ijarah Dalam Transaksi Muamalah

Akad Jjarah digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu: Jjarah manfaat
benda atau barang (manafi’ al-a’yan) dan [jarah manfaat manusia (manafi’ al-
insan).

ljarah manfaat benda atau barang (manafi’ al-a’yan) umpamanya adalah
sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dll. Apabila manfaat itu
merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para
ulama figih bersepakat menyatakan bahwa boleh dijadikan objek sewa-
menyewa. ljarah manfaat benda/barang dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. [jarah benda yang tidak bergerak (ugar), yaitu mencakup benda-benda
yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan seperti
sewa rumah untuk ditempati atau sewa tanah untuk ditanami.

2. ljarah kendaraan (kendaraan tradisional maupun modern) seperti unta,
kuda dan benda-benda yang memiliki fungsi yang sama seperti mobil,

pesawat, kapal, dll.

40 Mahmudatus sa’diyah, Figh Muamalah I, Teori dan Praktik, (jawa Tengah :
UNISNU PRESS). Hal 74
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3. Ijarah barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan (al-manqul) seperti
baju, perabot, tenda, dil.

ljarah yang berupa manfaat manusia merupakan Jjarah yang objeknya
adalah pekerjaan atau jasa seseorang, seperti buruh bangunan, tukang jahit,
buruh pabrik, tukang sepatu, dokter, konsultan, advokat. ljarah jenis ini dibagi
menjadi dua macam yaitu:
1. ljarah manfaat manusia yang bersifat khusus (al-khas), yaitu seseorang
di sewa tenaga atau keahlian secara khusus oleh penyewa untuk waktu
tertentu. Dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan
atau jasa untuk penyewa tersebut, seperti pembantu rumah tangga hanya
mengerjakan pekerjaan untuk tuan rumahnya bukan pada yang lain.
2. [ljarah manfaat manusia bersifat umum (mustarik), artinya pekerjaan atau
jasa seorang disewa / diambil manfaatnya oleh banyak penyewa.
Misalnya jasa dokter tidak hanya disewa orang tertentu tetapi bisa

banyak orang dalam waktu tertentu.**

Dari pengertian beberapa jenis [jarah di atas dapat disimpulkan
bahwasanya akad [jarah itu terdiri dari beberapa jenis dan salah satu yang
menyangkut dengan pembahasan pada skripsi ini adalah jenis /jarah manfaat
benda atau barang yang menjelaskan tentang Akad sewa atas manfaat barang.
ljarah yang digunakan untuk penyewaan aset ini dengan tujuan untuk
mangambil manfaat dari suatu barang. Objek sewa pada ZJjarah ini adalah barang
dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli

aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

41 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Figih Muamalah, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet |1, hal.237-238.
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C. Rukun dan Syarat Akad ljarah Bi Al-Manfa’ah Serta Pendapat
Fugaha

Ulama Mazhab memberikan definisi terhadap ljarah bi al-manfa’ah.
Ulama Hanafiyah mengartikan ljarah bi al-manfa’ah dengan menggunakan
akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti
dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati atau transaksi terhadap suatu
manfaat dengan imbalan. Ulama syafi’iyah mendefinisikan [jarah sebagai
transaksi terhadap suatu manfa’at yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan
boleh dimanfa’atkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan
Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang

dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.*?

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa ljarah bi al-manfa’ah
adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang
sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang
berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan
tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfa’ah dari suatu
benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat
disimpulkan, bahwa ijarah bi al-manfa’ah merupakan suatu kesepakatan yang
dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan
tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat
menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun
tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna(cacat), maka suatu

perjanjian tidak sah(batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun dan syarat jarah

adalah:

42 Helmi Karim, Figh Mu'amalah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), him. 73.
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1. Rukun Akad ljarah

Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang
menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Para fugaha
menyebutkan bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya
dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang
ditegakkan.*

Dalam akad ljarah rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus
dipenuhi. Menurut Imam Hanafi rukun ijarah dan gabul, yaitu orang yang
menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut kesepakatan

mayoritas jumhur ulama, rukun ijarah ada empat,* di antaranya:

a. Pihak Yang Melakukan Perjanjian Atau Pihak Yang Berakad

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad adalah Pihak yang
menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut muajjir,
sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang
objek sewaan disebut musta ’jir. Baik penyewa dan yang menyewa harus
sama-sama cakaap hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan
baligh, sehingga mereka sebagai mukallaf dapat melakukan akad
tersebut dan menerima manfaat dari kesepakatan yang dibuat.

b. Objek Sewa atau Objek Kerja

Objek sewa atau objek kerja adalah barang yang dijadikan objek
dalam sewa-menyewa. Barang yang dijadikan objek sewa berupa barang
yang tetap dan barang bergerak yang merupakan barang sah milik pihak
muajjir. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu
yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh

selama masa persewaannya.*

4 Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Konstektual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), him. 78.

4 Ahmad Wardi Muchlis, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 321.

4 Sayyid Sabig, Figh Sunnah ..., him. 19.
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c. Jasa atau Manfaat
Jasa atau manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat
diterima oleh penyewa aset yang disewanya berupa manfaat yang

diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

d. ljab dan Qabul (sighat)

Sighat terdiri dari dua yaitu ijab dan gabul. ljab merupakan
pernyataan dari pihak yang menyewakan dan gabul adalah pernyataan
dari pihak penyewa. ljab dan gabul boleh dilakukan secara jelas (shahih)
dan boleh secara kiasan (kinayah).*®

Selain rukun yang telah dijelaskan di atas, ijarah juga
mempunyai syarat-syarat, jika ini tidak terpenuhi maka ijarah bi al-
manfa’ah menjadi tidak sah. Dalam akad ijarah ada empat syarat
sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat Wujud (syarth al-in igaad)

Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan
perilaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi
berkaitan dengan tempat akad. Syarat wujud yang berkaitan dengan
pelaku akad vyaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal).
Sebagaimana dalam jual beli, akad ijarah yang dilakukan oleh orang gila
atau anak kecil tidak mumayyiz adalah tidak sah. Menurut ulama
Hanafiyah mengenai usia baligh tidak termasuk syarat wujud atau syarat
berlaku. Jika ada anak kecil yang mumayyiz yang menyewakan harta
atau dirinya sendiri, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu
dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka
tergantung pada izin walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz
adalah syarat dalam ijarah dan jual beli. Sedangkan baligh adalah syarat

4 Abdul Rahman Al-Jaziry, Al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz 1, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.), him. 101.
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berlaku. Jika ada anak kecil yang mumayyiz menyewakan diri dan
hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan
walinya. Adapun Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa
syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat) yaitu baligh dan berakal
adalah syarat wujud akad ijarah karena ia merupakan akad yang
memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan

jual beli.*

b. Syarat berlaku (syarth na-nafaadz)

Syarat berlaku akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan atau
kekuasaan (al-wilayah). Akad ijarah yang dilakukan oleh seorang
fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah
tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut
Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada pemilik
sebagaimana berlaku pada akad jual beli.

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah.Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik
dapat berlaku pada akad ijarah yang tergantung. Di antaranya adanya
wujud objek ijarah. Jika ada seorang fudhuli melakukan akad ijarah lalu
mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal
berikut. Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat
barang yang digunakan, maka akad ijarah itu sah dan pemilik barang
berhak atas upahnya karena objek akadnya ada.

Sebaliknya jika persetujuan atas akad tersebut terjadi setelah
manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah tersebut
dikembalikan kepada pelaku akad, karena objek akad telah lenyap
sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad ijarah. Maka akad itu
menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akad ijarah tidak sah

47 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu...him.389
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sebagaimana yang terdapat dalam akad jual beli. Dengan demikian,
pelaku fudhuli dianggap sebagai pelaku ghasab ketika ia mengembalikan

barang kepada pemiliknya.*®

c. Syarat sah (syarth ash-sihah)
Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad itu sendiri.*® Di
antara syarat sah akad ijarah adalah sebagai berikut:

1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.

ljarah yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan
yang batil maka akad ijarah tersebut tidak sah, kecuali apabila
dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak.
Dalam Tafsir Al-Misbah istilah ‘an taraadhin minkum diartikan
adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelan adalah sesuatu
yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya
dapat terlihat. Ijab dan gabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat
kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan
hukum untuk menunjukkan kerelaan.>
2) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna

menghindari perselisihan.

Jika itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka
akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan
dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.
Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat
manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan

para pekerja. Disamping rukun dan syarat yang telah dijelaskan di

48 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, jilid 5, him. 390

49 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, jilid 5, him. 391

%0 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,
Volume 2, him. 413.
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atas, ijarah juga mempunyai syarat-syarat, apabila syaratnya tidak
terpenuhi maka ijarah menjadi tidak sah. Syarat tersebut yaitu:*

3) Objek ijarah harus jelas dan transparan.

Objek sewa haruslah jelas barangnya (jenis, sifat, kadar) dan
hendaknya si penyewa menyaksikan danmemilih sendiri barang yang
hendak disewakan. Jika objek akad tidak jelas manfaatnya maka akad
tidak sah, karena menyebabkan manfaat yang tidak dapat diserahkan

dan tujuan dari akad tidak dapat dilaksanakan.

4) Objek ijarah dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria,
realita dan syara.

Sebagian dari ulama ahli figh yang mmbebankan persyaratan
ini, menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa menyewakan barang
yang tidak dapat dibagi dalam keadaan lengkap hukumnya tidak
boleh. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama figh)
menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi
dalam keadaan utuh secara mutak diperbolehkan, apakah
kelengkapan dari aslinya maupun bukan. Sebab barang dalam
keadaan tidak lengkap termasuk juga dapat dimanfaatkan dan
penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara
mempersiapkan untuk kegunaan tertentu, sebagaimana diperbolehkan
dalam jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri satu di antara
kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut
masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak

sah.%?

5) Objek ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung

dan tidak cacat.

51 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media PratamA, 2000), him. 232.
52 Sayyid Sabig, Figh Sunnah,...nIm. 13.
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Para ulama figh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh
menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan
langsung oleh penyewa. Dalam kaitan ini, pihak penyewa berhak

memilih apakah akan melanjutkan akad atau membatalkannya.>

6) Objek ijarah adalah hal yang mubah bukan diharamkan.

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa terhadap
sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewa seseorang
untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), menyewakan
orang untuk mengajarkaan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk
perbuatan maksiat baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa
atau yang menyewakan dan orang Islam tidak boleh menyewakan
rumah kepada oraang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah

mereka karena menurut ulama figh itu termasuk maksiat.>*

7) Objek ijarah merupakan sesuatu yang biasa disewakan.

Objek sewa itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan
seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh karena itu, tidak
boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang
akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena
akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.>®
8) Objek ijarah harus diketahui secara sempurna.

Apabila manfaat barang yang akan menjadi objek ijarah itu
tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dengan
menjelaskan jenis manfaatnya, penjelasan berupa manfaat di tangan
si penyewa. Dalam masalah penentuan waktu penyewaan seperti ini

imam Syafi’i memberikan syarat yang ketat.

53 Nasrun Haroen, Figh Muamalah,.... him. 233.

54 Nasrun Haroen, Figh Muamalah,.... him. 233.

5 Abdul Rahman Al-Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidig, Figh Muamalah,
(jakarta: kencana, 2010) him.280
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Berdasarkan beberapa penjelasan rukun dan syarat di atas dapat
dipahami bahwasanya rukun dan syarat ini harus terpenuhi dengan
sempurna, dikarenakan ini merupakan hal yang sangat penting yang wajib
terpenuhi dalam melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa, dan apabila
rukun dan syarat ini atau salah satu di antaranya tidak terpenuhi maupun
tidak sempurna, maka suatu perjanjian sewa-menyewa ini tidak sah dan
batal.

Setelah melihat kepada beberapa rukun dan syarat di atas, merasa
perlu diketahui tentang hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian
ljarah Bi Al-Manfa’ah karena ini tidak bisa dipisahkan dari rukun dan

syarat.

1. Hak Dan Kewajiban Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Akad ljarah Bi
Al-Manfa’ah.

Perjanjian atau akad, termasuk akad ijarah menimbulkan hak dan
kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak
dalam perjanjian ijarah dimaksud sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa
atau pihak yang menyewakan.

1) Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada

pihak penyewa.

2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga

barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.

3) Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang

disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.

4) Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan,

yang merintangi pemakaian barang.

5) Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang

telah diperjanjikan.
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6) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir ijarah.®
b. Hak dan kewajiban para pihak penyewa.

1) Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah
yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu
menurut perjanjian sewanya.

2) Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.

3) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.

4) Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang
disewa.

5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama

memanfaatkan barang yang disewa.®’

Kewajiban untuk memakai barang sewaan berarti kewajiban untuk
memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri. Jika pihak
penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan lain yang menjadi
tujuan pemakainya, atau satu keperluan sedemikian rupa hingga dapat
menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini
menurut keadaan dalam meminta pembatalan sewanya.

Hak dan kewajiban para pihak yang didasarkan pada ketentuan dan
batasan pada masing-masing pihak menggambarkan bahwa, dalam akad
ijarah baik pemberi sewa maupun penyewa harus melaksanakan isi kontrak
sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukannya. Pemberi sewa berhak
untuk memberikan perlindungan dan haknya agar membentuk kinerja yang
baik bagi pihak penyewa. Ketentuan ini bermaksud untuk membentuk citra
kerja yang baik sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian.

Batasan yang dibentuk juga untuk menghindari terjadinya

ketidakjelasan dalam perjanjian, dalam hal ini batasan penyewa sesuai

% Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Citra Media, 2006), him. 51.

57 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian ...., him. 48
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dengan pihak pemberi sewa, berlandaskan pada isi perjanjian. Sehingga
perjanjian kerjasama ini dapat dilaksakan dan sah sesuai syariah.

Berakhirnya Akad ljarah Bi Al-Manfa’ah Disebabkan Wanprestasi
1. Berakhirnya Akad ljarah Bi Al-Manfa’ah

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah berakhir dengan meninggalnya
salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang
ada dan dimiliki. Selain itu karena manfaat dalam ijarah itu terjadi setahap
demi setahap, sehingga ketika muwarris (orang yang mewariskan)
meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak
menjadi  miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil
diwariskannya. Oleh karena itu, akad ijarah perlu diperbaharui dengan ahli
warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika
wakil dalam akad meninggal, maka ijarahnya tidak batal, karena akad bukan
untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Sedangkan
menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal (fasakh) dengan
meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad lazim
(mengikat) seperti jual beli, sehingga manfaat pada akad dapat diwariskan
dikarenakan termasuk harta (al-mal).>®

Secara rinci ljarah berakhir atau batal jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. Terdapat cacat pada objek sewa ketika sudah berada di tangan pihak
penyewa.

b. Terdapat kerusakan pada objek yang disewakan, seperti runtuhnya
bangunan gedung dan ambruknya rumabh.

c. Terjadi kerusakan objek yang diupahkan, seperti bahan baju yang

diupah untuk dijahit.

%8 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, him. 430.
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d. Terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan sesuai dengan
berakhirnya tempo dan telah selesainya pekerjaan.

e. Imam Hanafi mengemukakan bahwa salah satu pihak yang berakad
dapat membatalkan akad ijarah jika terjadi peristiwa luar biasa,
seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan
kehabisan modal.>®

2. Berakhirnya ljarah Bi Al-Manfa’ah Disebabkan Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata bahasa belanda yang artinya prestasi
buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam
perjanjian yang telah di sepakati diantara kreditur dan debitur. Ada juga
yang mengartikan dengan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji,
dan kata wanprestasi sendiri.°

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini,
telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya “wanprestasi”.
Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan
memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebuat.

Wanprestasi menurut Ridwan Khairandy adalah suatu kondisi
dimana debitor tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan
dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan kewajibannya yang telah
ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor
tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam undang-
undang.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan wanprestasi adalah hal

dimana tidak memenuhi suatu perutangan (perikatan). Berdasarkan sifatnya,

% Sohari Sahrani, Fikin Muamalah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), him. 173.
80 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta : kencana, 2018).
Hal 108
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wanprestasi mempunyai dua macam sifat yaitu pertama dapat berdiri atas
hal bahwa prestasi itu memang dilakukan namun tidak secara sepatutnya.
Kedua, prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Wanprestasi menurut J.Satrio adalah tidak dipenuhinya kewajiban
perikatan, dengan perkataan lain, berkaitan dengan masalah “pembayaran”
perikatan.

Salim H.S. mengartikan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau
lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam
perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.5*

Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai
dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi
apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi
sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesalahannya baik disengaja
atau tidak disengaja. Ada empat macam bentuk wanprestasi yaitu:

1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat
lagi atau tidak dapat diperbaiki.

2) Terlambat memenuhi prestasi

3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana
mestinya

4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.®

3. Akibat Wanprestasi

Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh
debitur yang telah wanprestas:

a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur

b. Pembatalan perjanjian

61 Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, (Makassar : Sosial
Politic Genius, 2019). Hal 122

62 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,
2009), him. 80
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Peralihan resiko
Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh

kreditur.®®

Selain akibat hukum terhadap debitur di atas, kreditur dapat

melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi,

diantaranya:

a.
b.

C.

d.

e.

Tuntutan pembatalan perjanjian

Tuntutan pemenuhan perjanjian

Tuntutan ganti kerugian

Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian

Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi.

Tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur, bisa saja

disebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya, terlambat

dan/atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwasanya penyebab berakhirnya suatu transaksi dalam bermuamalah

dikarenakan terjadinya suatu wanpretasi adalah bentuk sikap mengingkaran

salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan

kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam

perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu wanprestasi ini

merupakan salah satu penyebab berakhirnya transaksi dalam bermuamalah.

6 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,..... Hal. 114



BAB TIGA
WANPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN TV
KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Tentang Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota
Banda Aceh

PT. Maulana Mitra Media yang bergerak dibidang penyiaran TV kabel
berlangganan dengan memproduksi berbagai program televisi. PT. Maulana
Mitra Media ini terdaftar di karimun indonesia, yang diterbitkan dalam berita
Negara pada tahun 2013 dengan BN 47 TBN 74191, sejak terbitnya PT.
Maulana Mitra Media pada tahun 2013 perusahaan ini mengalami
perkembangan dengan sangat pesatnya hingga sampai dengan sekarang,
perusahaan ini memiliki cabang hampir setiap provinsi di indonesia.

PT. Maulana Mitra Media pertama kali masuk ke Aceh tepatnya di
Banda Aceh pada tahun 2018, dan sejak pertama kali masuk ke Banda Aceh
perusahaan TV kabel berlangganan ini menawarkan produknya saat pertama kali
hanya kepada masyarakat di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu perusahaan
PT. Maulana Mitra Media mulai berkembang dengan sangat pesatnya hingga
pada saat ini, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang PT. Maulana Mitra
Media sudah menyebar luas hingga ke beberapa kecamatan maupun gampong di
Banda Aceh dengan jumlah pelanggan yang masih aktif sebanyak 800 lebih
pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa TV kabel berlangganan PT. Maulana
Mitra Media berkembang dengan sangat pesatnya.®*

Tabel |
Daftar Channel TV Kabel Berlangganan PT. Maulana Mitra Media

DAFTAR DAFTAR
NO. CHANNEL NO. | DAFTAR CHANNEL | NO. CHANNEL
1. TVRI 20. | CN 39. | GALAXY
INEWS 21. BBC 40. | ZEE BIOSKOP

64 Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14
Desember 2020.

39
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3 BERITA SATU 22. BOOMERANG 41. HBO

4 KOMPAS 23. | AKHYARTV 42. FOX MOVIES

5. TV ACEH 24, NIAGA TV 43. | CLESTIAL MOVIES
6. CHANNEL LOKAL | 25. | SURAUTV 44, KIX

7 TV ONE 26. MAKKAH 45. IMC

8 METRO TV 27. MADINAH 46. | TV1

9. SCTV 28. RODIATV 47. | TV2

10. INDOSIAR 29. | SONYTEN 48. | TV3

11. RTV 30. FOX SPORT 1 49. | OKEY TV

12. NET TV 31. FOX SPORT 2 50. MVP DRAMA

13. RCTI 32. | SONY ESPN 51. MALEO CHANNEL
14. | TRANS TV 33. BEIN SPORT 52. KLICK MUSIK

15. | TRANS 7 34. BEIN SPORT 2 53. K DRAMA

16. | ANTV 35. DISCOVERY 54. | XINGKONG

17. | GTV 36. NAT GEO 55. HUNAN

18. MNC TV S/ NAT GEO WILD

19. | TV EDUKASI 38. FOX ACTION MOVIE

Sumber: PT. Maulana Mitra Media, 14 Desember 2020.

TV Kabel bukan hal yang baru lagi di masyarakat karena dalam bisnis
ini TV Kabel semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat akan tontonan yang
berbeda dari channel lokal beralih ke channel Internasional. TV Kabel
membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan
dunia.

Perkembangan TV Kabel berlangganan di Indonesia saat ini sudah
sangat pesat. Saat ini di kota-kota besar, sejumlah operator TV Kabel
berlangganan saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan
menawarkan berbagai macam program dan hiburan TV yang menarik. Selain
menawarkan hiburan yang menarik, pesatnya pertumbuhan TV Kkabel
disebabkan oleh pemasangannya tidak sulit yang hanya menggunakan kabel
itupun dipasangkan pihak yang menyewakan, tidak memasang sendiri. Alasan
lainnya juga karena channel dari TV kabel itu lebih banyak sekitar 55 channel
kurang lebih. Berbeda dengan anthena yang pemasangannya lebih sulit dan
rumit, karena anthena harus dipasang di tempat yang tinggi dan harus mengatur

posisi anthena agar gambar televisi bisa jernih tapi dengan resiko jatuh dari
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ketinggian yang bisa membahayakan keselamatan jiwa. Dan anthena juga
gampang rusak karena angin yang kencang, dan channel nya juga lebih sedikit
dibandingkan dengan TV kabel.®® Berhubung banyaknya kemudahan yang
ditawarkan oleh penyedia layanan TV kabel, masyarakat yang sudah bergabung
menggunakan layanan tersebut dapat mengikuti pesatnya perkembangan
teknologi di Indonesia, mendapatkan hiburan yang bermutu dan mampu
mengikuti informasi yang beredar di kalangan masyarakat, melalui media TV
Kabel berlangganan. Dengan adanya TV kabel maka pemberitaan yang ada akan
lebih banyak, bahkan channel Internasional akan di siarkan pada TV kabel
sehingga masyarakat dapat menyaksikan channel Internasional.

B. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Dalam Kontrak Langganan TV
kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh

Di era globalisasi seperti saat ini, siaran-siaran yang ada pada televisi
semakin bervariasi mulai dari acara berita, olahraga, pendidikan, film, musik,
talk show dan masih banyak acara lainnya yang tentunya sangat menghibur,
dengan berkembangnya teknologi, maka lahirnya suatu produk baru yaitu
jaringan TV kabel, dengan adanya jaringan TV kabel berlangganan ini
meningkatlah kebutuhan masyarakat akan tontonan yang berbeda dari channel
Internasional, jaringan TV kabel berlangganan membantu masyarakat untuk
mendapatkan informasi megenai perkembangan dunia.

Adapun dalam kontrak langganan jaringan TV kabel berlangganan
terdapat hak, kewajiban dan larangan bagi para pihak yang tertulis dalam surat
kontrak perjanjian yang di buat oleh pihak manajemen TV kabel berlanggan PT.

Maulana Mitra Media yaitu:%®

5 Wawancara dengan Husaini, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, pada
tanggal 15 Desember 2020.

8 \Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14
Desember 2020.
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1. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Pelanggan

a. Hak Pelanggan

C.

1)
2)

3)
4)

5)

Mendapatkan pelayanan yang baik dari PT.MMM.

Mendapatkan siaran sesuai dengan yang diperjanjikan apabila
pesawat TV pelanggan sudah ready CATV, hiperband dan
superband.

Menanyakan tentang gangguan siaran.

Menanyakan kartu identitas apabila ada petugas untuk memeriksa
jaringan atau menagih iuran bulanan.

Melaporkan secara tertulis apabila ada kerusakan televisi atau

hal-hal lain, sehingga pelanggan tidak dapat menerima siaran.

Kewajiban Pelanggan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Membayar biaya instalasi (biaya pemasangan baru, parallel dan
biaya mutasi).

Membayar iuran bulanan sebelum tanggal 20 untuk setiap
bulannya.

Memberikan kesempatan kepada PT.MMM untuk melakukan
pemeriksaan instalasi pelanggan, guna memastikan jaringan
tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Memelihara intalasi yang ada dalam area rumah/kantor/tempat
usaha dimana terdapat jaringan/sambungan TV kabel.

Melapor kepada pihak PT.MMM jika sambungan atau siaran
mengalami gangguan/kerusakan.

Melaporkan secara tertulis apabila akan memindah tangankan
instalasi kepada pihak lain.

Beretika baik untuk melaksanakan perjanjian ini.

Larangan Pelanggan
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Pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan
instalasi TV kabel yang ada di area rumah/tempat usaha yang ada
jaringan.

Menyambung/menyalurkan siaran ke outlet lain.

2. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi PT. Maulana Mitra Media
a. Hak PT. Maulana Mitra Media

1)

2)

3)

4)

5)

Mengadakan perubahan / mengganti intalasi TV kabel termasuk
kebel dalam rumah.

Menerima pembayaran instalasi / IKR iuran bulanan dari
pelanggan.

Menolak permintaan / keluhan yang diajukan pelanggan, jika
secara teknis dan administrasi tidak dimungkinkan.

Memeriksa instalasi jaringan TV kabel pelanggan baik diminta
maupun tidak, untuk memastikan agar sambungan dapat
berfungsi dengan baik.

Berhak mengganti channel / kanal : menambah atau mengurangi
jumlah channel / kanal dengan atau tanpa pemberitahuan kepada

pelanggan.

b. Kewajiban PT. Maulana Mitra Media

1)
2)

3)

4)

5)

Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Melakukan penyambungan sampai di tempat pelanggan, sehingga
layanan dapat berfungsi.

Menghentikan siaran untuk sementara waktu apabila terjadi
perbaikan jaringan distribusi signal, dengan atau tanpa
pemberitahuan.

Memelihara jaringan TV kabel agar jaringan tetap dapat
berfungsi dengan baik.

Memberikan informasi apabila ada perubahan tarif sekurang-

kurangnya 1(satu) bulan sebelum pemberlakuan tarif yang baru.
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6) Beretika yang baik untuk melaksanakan perjanjian ini.
c. Larangan PT. Maulana Mitra Media
1) PT. MMM dilarang mengenakan sanksi kepada pelanggan selain

sanksi berdasarkan dalam surat perjanjian.

Selain hak, kewajiban dan larangan yang telah disebutkan di atas, pihak
manajemen PT. Maulana Mitra Media juga menerangkan dalam surat kontrak
perjanjian TV kabel tentang ganti rugi pembatasan tanggung jawab PT.MMM
serta tagihan iuran bulanan dan sanksinya yaitu:

1. Ganti Rugi Pembatasan Tanggung Jawab PT. Maulana Mitra Media
a. Pelanggan dibebaskan membayar iuran bulanan dalam bulan berjalan
apabila:

1) Pelanggan tidak dapat menerima semua siaran maxsimal 10
(sepuluh)  hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan
gangguan.

2) Kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh pelanggan.

3) Telah dilaporkan secara tertulis kepada pihak PT. Maulana Mitra
Media.

b. Ketentuan pada poin (a) di atas tidak berlaku apabila kerusakan atau
tidak diterimanya seluruh siaran karena:

1) Kerusakan / gangguan tersebut diakibatkan oleh pihak ketiga / di
luar PT. Maulana Mitra Media (gangguan satelit, pemadaman
listrik oleh PLN).

2) Kerusakan akibat peristiwa / kejadian di luar batas normal (force
majeur) seperti bencana alam : banjir, gempa bumi, sabotase, dil.

2. Tagihan luran Bulanan
a. Pembayaran iuran bulanan dilaksanakan / dibayarkan pada tanggal 1

s/d 20 bulan berjalan.
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Pembayaran dapat dilakukan dikantor PT. Maulana Mitra Media /
dapat ditagih melalui collektor, paling lambat tanggal 25 untuk setiap
bulannya.

Pembayaran melalui collektor dikenakan biaya penagihan sebesar
Rp. 10% dari iuran bulanan.

Pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dibebankan kepada

pelanggan.

3. Sanksi

a.

Pembayaran yang dilakukan setelah sesuai ketentuan di atas akan

dikenakan sanksi yang berupa denda keterlambatan pembayaran,

yang besarnya:

1) Pembayaran dilakukan di atas tanggal 20 bulan berjalan
dikenakan denda Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

2) Pembayaran dilakukan bulan berikutnya dikenakan denda
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

3) Pembayaran dilakukan bulan ke 2 dikenakan denda Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Pemutusan sementara jaringan TV kabel akan dilakukan apabila

tidak membayar iuran bulan berjalan.

Pemutusan jaringan TV kabel akan dilakukan apabila:

1) Tidak membayar iuran bulanan selama 2 bulan berturut-turut.

2) Melakukan pemutusan kepada pelanggan yang memberikan
outlet (sambungan) dan yang menerima outlet (sambungan).

Pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan di atas, tidak mengurangi

kewajiban pelanggan (eks pelanggan), ahli waris atau penggantinya

untuk melunasi seluruh tunggak termasuk dendanya kepada

manajemen PT. Maulana Mitra Media.

Pelanggan dengan ini memahami, mengetahui dan menyatakan

bahwa ketentuan di atas merupakan pemberitahuan / informasi
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tentang kemungkinan dikenakan sanksi tersebut. Oleh karena itu
tidak ada kewajiban PT. Maulana Mitra Media untuk
memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan atas pengenaan

sanksi yang dimaksud.

Perkembangan jaringan TV kabel berlangganan di indonesia saat ini
sudah sangat pesat yang menayangkan berbagai program dan hiburan yang
menarik. Jaringan TV kabel berlangganan ini dapat menayangkan sekitar 55
channel kurang lebih. Namun pada jaringan TV kabel berlangganan terdapat
kekurangan yaitu tayangannya yang sering hilang tiba-tiba. Sehingga para
konsumen merasa kecewa dengan hal tersebut, karena tidak seperti yang
diperjanjikan dan merugikan para pihak konsumen.

Kurangnya informasi kepada para pihak dapat menyebabkan terjadinya
wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian penggunaan
jaringan TV kabel berlangganan. Berdasarkan uraian di atas bahwa perjanjian
penggunaan jaringan TV kabel berlangganan pada PT. Maulana Mitra Media.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan wanprestasi
karena Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang
puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel berlangganan.

Sewa-menyewa jaringan TV kabel berlangganan tercermin dalam
penandatanganan surat perjanjian atau kontrak yang ditandatangani ke dua belah
pihak. Pada saat penandatanganan itulah terjadi kesepakatan para pihak yang
memindah tangankan manfaat dari suatu barang, dalam hal ini ialah seperangkat
TV kabel. Adapun mekanisme pemasangan jaringan TV kabel berlangganan
secara rincinya ialah sebagai berikut:

1. Pertama pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan
jaringan TV kabel oleh pihak yang menyewakan dengan cara di hubungi
langsung face to face ke tempat pihak yang menyewakan atau dengan

cara lewat telepon atau sms.
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2. Pihak yang menyewakan datang ke rumah untuk memasang jaringan TV
kabel berlangganan. Awal pemasangan jaringan TV kabel berlangganan
di kenakan biaya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Kemudian pihak yang menyewakan memberikan selembar surat
perjanjian untuk ditanda tangani kedua belah pihak yang memuat hak
dan kewajiban yang harus dipenuhi serta mencatat tanggal awal
pemasangan sebagai acuan penarikan selanjutnya setiap bulannya

dengan membayar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan.®’

Setiap bulan pelanggan atau konsumen pengguna jasa di tarik
pembayaran sewa jasa jaringan TV kabel berlangganan dengan cara pada saat
sudah tanggal pembayaran, pihak yang menyewakan mendatangi langsung
setiap rumah pelanggannya dan memberi sebuah bukti pembayaran. Pada saat
inilah disatu pihak, kewajiban pihak konsumen telah terpenuhi, namun,
berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen jaringan TV kabel
berlangganan, terkait dengan pelaksanaan kontrak sewa menyewa atau Jjarah bi
al-manfa’ah terhadap produk TV Kabel berlangganan, seringkali terdapat
pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang dilakukan antara kedua
belah pihak penyedia layanan TV kabel berlangganan maupun pelanggan.
Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu disebut dengan wanprestasi atau
ingkar janiji.

Dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan jaringan TV kabel
berlangganan sering terjadi wanprestasi atau tidak dipenuhi kewajiban
sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dalam
perjanjian jaringan TV kabel berlangganan dapat dilakukan antara kedua belah
pihak yaitu pihak manajemen ataupun pihak pelanggan. Prestasi atau kewajiban
dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan ini dapat berupa
pembayaran iuran tiap bulannya yang dilakukan oleh pihak pelanggan, dan

67 Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14
Desember 2020.
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kewajiban pihak manajemen PT. Maulana Mitra Media memberikan jaringan
televisi kabel kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat menyaksikan
tayangan-tayangan yang terdapat dalam jaringan TV kabel berlangganan.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya prestasi yang sering tidak
dipenuhinya dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan
adalah Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang
puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel berlangganan
karena siaran televisi yang sering hilang tiba-tiba. Dan juga pelanggaran yang
dilakukan oleh pelanggan jaringan TV kabel berlangganan yaitu terlambat
membayar iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan setelah
berlangganan.

Berdasarkan hal ini pihak konsumen mengatakan bahwa kurang puas
dengan tayangan jaringan TV kabel berlangganan yang tayangannya sering
hilang tiba-tiba. Hal ini seperti dikatakan oleh pelanggan Husaini bahwa siaran
televisi sering hilang tiba-tiba, dan itu bisa terjadi dalam beberapa jam bahkan
ada yang sampai seharian. Dengan terjadinya hal tersebut pihak pelanggan
merasa kecewa atau kurang puas terhadap jaringan TV kabel berlangganan

karena tidak seperti yang di perjanjikan.%®

C. Tindakan dan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Manajemen TV Kabel
Terhadap Wanprestasi Perjanjian Langganan Yang Telah Dilakukan

Oleh Pihak Konsumennya

Suatu perjanjian merupakan dimana salah seorang atau lebih mengikat
diri terhadap satu orang atau lebih pula, dalam perjanjian pemasangan TV kabel
berlangganan, terdapat dua pihak yang terlibat dalam perjanjian yakni pihak

manajemen TV kabel berlanggan PT. Maulana Mitra Media selaku perusahaan

 Wawancara dengan Husaini, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, pada
tanggal 15 Desember 2020.
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yang menyediakan jaringan TV kabel berlangganan dan pihak pelanggan selaku
konsumen yang memakai jaringan TV kabel berlangganan.

Kesepakatan dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel
berlangganan akan mengikat para pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian
pemasangan jaringan TV kabel berlangganan masih terjadi permasalahan yang
berbentuk wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Maulana Mitra Media, dalam
perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan sering terjadi
wanprestasi seperti pelanggan tidak membayar iuran bulanan atau terlambat
membayar iuran bulanan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pihak
manajemen jaringan TV kabel berlangganan bahwa ada sebagian Kkecil
pelanggan tidak membayar iuran bulanan atau terlambat membayar iuran
bulanan sesuai waktu yang telah ditentukan.®® Dan juga berdasarkan hasil
penelitian pada pelanggan jaringan TV kabel berlangganan sebagaimana yang
katakan oleh Muklisuddin bahwa pelanggan tersebut mendapatkan banyak
keluhan tentang tayangannya yang sering hilang tiba-tiba atau tayangan yang
kurang bagus dan ini bisa terjadi dalam beberapa jam bahkan ada yang sampai
seharian tayangan ini tidak bagus, akan tetapi yang paling sering terjadi
permasalahan atau sering tidak terpenuhi kewajibannya adalah masalah
tayangan yang sering hilang tiba-tiba atau tayangan yang kurang bagus.™

Mengenai keterlambatan membayar iuran bulan atau tidak membayar
iuran bulanan, pelanggan terlambat membayar mulai satu bulan hingga tiga
bulan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pihak manajemen jaringan TV kabel
berlangganan bahwa pelanggan terlambat atau tidak membayar iuran bulanan
mulai dari satu hingga tiga bulan berturut-turut terlambat membayar iuran

bulanan, lebih lanjut pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan

®\Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14
Desember 2020.

“Wawancara dengan Muklisuddin, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlanggan, pada
tanggal 16 Desember 2020.
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mengatakan bahwa setiap bulannya pelanggan akan dikenakan denda tambahan
apabila terlambat membayar iuran bulanan, hal ini dilakukan agar pelanggan
tidak lalai untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.”

Perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan merupakan
perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak manajemen jaringan TV
kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media yang dituangkan dalam bentuk
formulir. Dalam pelaksanaannya perjanjian pemasangan jaringan TV kabel
berlangganan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang
melaksanakan perjanjian. Wanprestasi dalam perjanjian pemasangan jaringan
televisi kabel berlangganan yang sebagaimana disebutkan di atas seperti
pelanggan merasa kurang puas terhadap jaringan televisi yang sering hilang
tiba-tiba dan juga seperti keterlambatan membayar iuran bulanan atau tidak
membayar iuran bulanan oleh pelanggan.

Dengan adanya berbagai macam permasalahan yang muncul, maka pihak
manajemen TV kabel melakukan upaya-upaya agar dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan pada jaringan TV kabel berlangganan yaitu:

1. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang
puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV Kkabel
berlangganan.

2. Terlambatnya membayar iuran bulanan oleh konsumen atau tidak

membayar iuran bulanan.

Keluhan pelanggan mengenai permasalahan tayangan televisi yang
sering hilang tiba-tiba, pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT.
Maulana Mitra Media memberikan kepada pelanggan pelayanan terhadap

keluhan tersebut. Menurut Noki selaku pihak manajemen TV kabel berlanggan

"I Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14
Desember 2020.
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apabila pihak pelanggan mengeluh mengenai tayangan yang hilang sewaktu-
waktu maka pihak pelanggan dapat menghubungi Costumer Care PT. Maulana
Mitra Media telepon ke nomor: (0777) 7051387 atau HP: 0811709931 atau bisa
langsung mendatangi kantor PT. Maulana Mitra Media cabang Banda Aceh Jl.

Taman Siswa No. 76 Lampaseh atau Email: maulanamitramedia@yahoo.com.”

Kemudian permasalahan mengenai keterlambatan pembayaran iuran
bulanan atau tidak membayar iuran bulanan, pihak manajemen jaringan TV
kabel belangganan melakukan tindakan-tindakan secara bertahap. Sebagaimana
yang dikatakan oleh Noki bahwa pihak manajemen PT. Maulana Mitra Media
telah mengingatkan para pelanggan secara bertahap antara lain:

a. Peringatan pertama pihak manajemen TV kabel berlangganan
menghubungi atau datang langgsung ke rumah mengenai jatuh tempo
pembayan iuran setiap bulannya.

b. Apabila pelanggan tidak membayar iuran bulanan selama 2 bulan
berturut-turut maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan
akan mengingatkan dengan dikirimnya surat peringatan pertama ke
rumah pelanggan, pihak pelanggan akan mendapatkan denda apabila
terlambat membayar iuran bulanan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
pada bulan pertama dan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada
bulan kedua.

c. Apabila pelanggan tidak membayar iuran bulanan selama 3 bulan
berturut-turut maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan
akan mengingatkan dengan dikirimnya surat peringatan kedua ke rumah
pelanggan, pihak pelanggan akan mendapatkan denda pada bulan ketiga

sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2 \Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14
Desember 2020.
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d. Kemudian apabila pelanggan belum juga membayar iuran bulanan
setelah peringatan kedua, maka pihak manajemen jaringan TV kabel
berlangganan memberikan tempo tambahan selama satu minggu, dan
apabila pelanggan tidak membayarnya sebagaimana waktu yang telah
diberikan, maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan
melakukan pemutusan atau mencabut TV kabel pada pelanggan tersebut
dan pihak pelanggan harus membayar atau melunasi seluruh tunggak

termasuk dendanya kepada manajemen PT. Maulana Mitra Media.

Setelah peringatan tersebut pihak pelanggan akan melakukan negosiasi
untuk menyelesaikan masalah tersebut, dalam hal ini penyelesaian wanprestasi
mengenai keterlambatan pembayaran iuran bulanan atau tidak membayar iuran
bulanan dapat terselesaikan apabila pelanggan melakukan pembayaran sesuai
dengan isi perjanjian. Apabila pelanggan telah membayar dan memutuskan
untuk tidak berlangganan lagi, maka pihak manajemen jaringan TV kabel
berlangganan PT. Maulana Mitra Media akan mengirim teknisi ke rumah
pelanggan untuk mengurusi segala keperluan untuk berhenti berlangganan
jaringan TV kabel.

Dalam hal ini perselisihan yang terjadi antara pihak manajemen jaringan
TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media dengan pihak pelanggan
diselesaikan kedua belah pihak melalui jalur negosiasi, dimana pihak yakni
pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media
akan mengikatkan pihak pelanggan agar memenuhi kewajibannya, setelah itu
maka para pihak akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah
wanprestasi tersebut, negosiasi ataupun perundingan yaitu merupakan proses
tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi antara pihak manajemen TV
kabel berlangganan dengan pihak konsumen, proses penyelesaiannya di

selesaikan secara baik-baik dengan cara bernegosiasi, negosiasi merupakan
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proses dimana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu. Agar
hal itu tercapai, kedua belah pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan
masalah, negosiasi juga dapat dikatakan sebagai cara penyelesaian sengketa
secara damai melalui kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun
apabila tidak menemukan kata kesepakatan, maka permasalahan itu akan di
selesaikan melalui proses pengadilan agama.

Dalam prakteknya pada PT. Maulana Mitra Media (TV Kabel), sampai
saat ini pihak manajemen TV kabel belum pernah mengajukan tuntutan ke
pengadilan mengenai permasalahan dengan pelanggannya. Hal ini dikarenakan
apabila mengajukan tuntutan pada pengadilan mengenai permasalahan ini akan
mebutuhkan biaya yang sangat banyak dan proses penyelesaiannya

membutuhkan waktu yang sangat lama.

D. Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah Terhadap Wanprestasi Yang
Dilakukan Oleh Manajemen TV Kabel di Kota Banda Aceh

Dalam akad Jjarah pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan
antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan gabul. Dengan demikian
ijab-gabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan suatu
keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga
terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Karena itu
dalam Islam tidak semua bentuk kesempatan atau perjanjian dapat kategorikan
sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan
syariat Islam.

Setiap yang melakukan akad muamalah tentunya memiliki kewajiban
masing-masing khususnya pada akad sewa-menyewa. Pihak yang memiliki
barang atau pihak yang hendak menyewakan harus memberikan pelayanan apa
saja agar penyewa dapat mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebaik-
sebaiknya, misalnya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang hendak disewakan

kepada kepada penyewa agar dapat diambil manfaatnya. Begitu pula dengan
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penyewa yang tentunya memiliki kewajiban sendiri. Penyewa harus membayar
uang sewa kepada pemilik barang guna kebolehan pengambilan manfaat barang
yang disewakan. Kepada penyewa agar bisa mengambil manfaatnya. Begitu
pula dengan penyewa yang tentunya juga memiliki kewajiban sendiri. Penyewa
harus membayar uang sewa kepada pemilik barang guna kebolehan
pengambilan manfaat barang yang disewakan dengan syarat tidak merusak dan
mengurangi nilai barang sewaan.

Pada dasarnya sewa-menyewa akan berlangsung dengan baik jika para
pihak yang melakukan sewa-menyewa tersebut dilandasi oleh itikad baik,
namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melakukan
kewajiban maka akan timbul perbuatan wanpresatasi. Seorang debitur dapat
dinyatakan wanprestasi apabila dinyatakan dalam keadaan tidak memenuhi
prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik ataupun keliru, dan
debitur telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. "

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau
melakukan wanprestasi, maka iya dapat digugat didepan pengadilan untuk
dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas
kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian.
Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang
berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari
apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersengketa.
Perjanjian tidak dapat diingkari kecuali jika janji terikat dengan waktu dan
situasi yang ada setelah berakhir.

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh
terlepas dari nilai-nilai aqgidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi
ini, dapat dijelaskan bahwa konsep ijarah merupakan salah satu bagian dari figh
muamalah. Di mana ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas

3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2011) him. 241.
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suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. ljarah bi al-
manfa’ah yang sesuai dengan konsep muamalah adalah sewa-menyewa yang
bersifat manfaat. Apabila manfa’ah itu merupakan manfa’ah yang dibolehkan
oleh syariat untuk dipergunakan, maka ijarah bi al-manfa’ah seperti ini menurut
ulama figh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

Praktik sewa menyewa yang terjadi antara pihak manajemen jaringan TV
kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media dan pelanggan dalam figh
muamalah dikenal dengan akad ijarah bi al-manfa’ah. Perjanjian yang dibuat
tentunya menyusun klausula-klausula yang memuat kesepakatan antara pihak
TV kabel dengan pelanggan. Berdasarkan hal ini, sudah tentu perjanjiaan
tersebut menggunakan akad ijarah bi al-manfa’ah, PT. Maulana Mitra Media
sebagai musta’jir dan pelanggan sebagai ajir. Berdasarkan klausula-klausula
yang telah ditentukan di atas telah sesuai dengan rukun yang terdapat pada akad
ijarah bi al-manfa’ah yang telah dirumuskan oleh para fugaha yaitu ‘agidain
(pihak yang berakad) dalam perjanjian ini adalah pihak ajir dan musta jir. Pihak
TV kabel berlangganan dalam perjanjian ini dikatakan sebagai musta jir, yaitu
sebagai pihak yang memberikan sewa. Sedangkan pelanggan disebut sebagai
ajir, yaitu pihak yang menerima sewa. Kedua pihak ini saling terikat satu sama
lain, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Rukun selanjutnya, sighat akad yaitu pernyataan ijab dan gabul antara
kedua belah pihak. Dalam tulisan yang penulis uraikan di atas bahwa baik pihak
manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan telah sepakat untuk
melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam perjanjian, ketentuan tersebut
berbentuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.
Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan maupun pihak manajemen
jaringan TV kabel berlangganan, maka penyelesaiannya sesuai dengan apa yang

telah disepakati bersama dalam perjanjian.
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Asas pembentukan akad dalam konsep figh muamalah lebih fleksibel
dibandingkan dengan konsep pembentukan akad dalam bentuk lainnya.
Fleksibilitas dalam membuat akad perjanjian ljarah bi al-manfa’ah didasarkan

pada kaidah umum tentang muamalat yang berbunyi:

Gt 25 L6 05 020 of b sy abadny o 1o

Artinya: “Pada dasarnya segala persoalan dalam muamalat itu mubah,
hingga ada dalil yaang menyatakan keharamannya.”’*

Kaidah ini bermakna bahwa hukum asal dalam muamalat seperti jual
beli, sewa-menyewa dan akad pertukaran lainnya adalah boleh, kecuali ada nash
yang shahih yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada, maka nash itu
yang dipegang. Berdasarkan pada kaidah ini, setiap kegiatan muamalah, baik
yang telah ada pada maasa sekarang maaupun yang muncul di kemudian hari
sebagai bagian dari kreativitas inovasi manusia, yang tidak ditemukan dalil yang

mengharamkannya tetap dihukumi mubah.

Dalam surah al-Maidah (5):1 Allah Swt. berfirman:

2 o 2 Z -~ 2z
%zinj 3% 0 19357 Codd) gl

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”
(Q.S. Al-Maidah: 1).

Melalui ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang
beriman untuk menepati akad dan janji yang mereka buat. Perintah tersebut
bersifat mutlak, dalam arti kata tidak terdapat pembatasan pada akad dan janji
tertentu atau ini menunjukkan bahwa setiap pertukaran yang terjadi secara

timbal-balik diperbolehkan dan sah selama atas dasar kesepakatan kedua belah

™ Artiyato, Kaidah-kaidah Fikih, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), him. 197.



57

pihak. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari
pihak manapun.

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam
membuat akad karena prinsip terbentuknya akad adalah boleh (mubah) serta
keabsahannya juga berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum syariat.”™
Terdapat juga kaidah dalam hukum Islam, yaitu “Pada asasnya perjanjian
(akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa

yang mereka tetapkan.”

Jasa atau manfaat disini adalah sesuatu yang diterima oleh penyewa dari
aset yang disewakan berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua
belah pihak. Manfaat yang diberikan oleh pihak manajemen jaringan TV kabel
berlanggan PT. Maulana Mitra Media adalah siaran jaringan televisi
berlangganan kepada pelanggan sehingga memberikan manfaat kepada setiap
pelanggan.

Objek (ma’jur) sebagai aset yang disewakan adalah barang yang
dijadikan objek akad berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan
milik sah pihak mu jir. Kriteria barang yang dapat disewakan adalah segala
sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap
utuh.”” Pada perjanjian kerjasama ini objek yang dimaksud adalah jaringan TV
kabel berlangganan sendiri dimana pihak PT. Maulana Mitra Media
memberikan jaringan TV kabel bagi para-para pelanggan yang ingin dapat
menyaksikan tayangan televisi kabel berlangganan.

Dalam akad ijarah bi al-manfa’ah dijelaskan juga bahwa objek sewa

yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tiada spekulasi yang

5 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011).
him. 511.

6 Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), him.
35.

" Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-
Ma’arif, 1997), him. 19.
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disandarkan kepadanya. Berikut syarat sah sewa-menyewa dalam akad ijarah bi

al-manfa’ah yaitu:

1.

Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli, Allah berfirman,
“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu” (QS. An-Nisa (4):29)

Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna
menghindari saling tidak mempercayai.

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka
akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan
penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan
objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa
waktu dan penjelasan onjek kerja dakan penyewaan para pekerja.’®
Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki)
maupun syariat.

Menurut kesepakatan fuqgaha, akad ijarah bi al-manfa’ah tidak
dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara
nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu
untuk bicara maupun secara Syariat seperti menyewaka wanita haid
untuk membersihkan mesjid, seorang dokter mencabut gigi sehat dan
penyihir untu mengajarkan sihir.”®

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah bi al-manfa’ah

dibolehkan secara nyata.

8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media PratamA, 2000), him. 233.
9 Nasrun Haroen, Figh Muamalah,.... him. 233.
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Contohnya menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur. Syarat
ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, vyaitu tidak boleh

menyewakan barang untuk maksiat.

Pada praktik pelaksanaan sewa-menyewa jaringan TV kabel
berlangganan di wilayah Kota Banda Aceh terkait dengan pihak yang berakad
dilakukan oleh manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan,
keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta adanya
unsur kerelaan para pihak. Berdasarkan keterangan di atas maka praktik sewa-
menyewa jaringan TV kabel berlangganan di wilayah Kota Banda Aceh terkait
agidain yang dilakukan oleh semua informan di wilayah Kota Banda Aceh ini
sudah sesuai dengan hukum Islam atau lebih tepatnya akad Zljarah Bi Al-
Manfa’ah.

Mengenai permasalahan atau penyelesaian wanprestasi bahwasanya
berdasarkan dari hasil penilitian, diperoleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi
kerena tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan juga karena terlambatnya
membayar iuran bulanan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara
damai antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan
dimana pelanggan telah membayar iuran bulanan beserta dengan dendanya dan
juga pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan memperbaiki
secepatnya mengenai tayangan televisi yang sering hilang tiba-tiba dan
membebaskan pembayaran iuran bulanan selama sebulan apabila ini terjadi
dalam 10 hari berturut-turut sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan
bahwa penyelesaian wanprestasi di PT. Maulana Mitra Media telah sesuai
dengan ljarah Bi Al-Manfa’ah.

Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan
prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang di sebut Ash Sulh (perdamaian),
yaitu membayar tunggangan iuran bulanan serta dendanya, dan memperbaiki

setiap gangguan tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan yang mengakhiri
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akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara pihak manajemen
jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan.



BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan dari uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-
bab sebelumnya, maka berikut ini adalah beberapa kesimpulan dan saran, yaitu
sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi pada kontrak langganan jaringan
TV kabel yang di lakukan oleh pihak manajemen ialah seringkali
terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang
dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan jaringan TV kabel
berlangganan. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu disebut dengan
wanprestasi atau ingkar janji.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam kontrak
langganan jaringan TV kabel ini adalah tayangannya yang sering hilang
tiba-tiba. Sehingga para konsumen merasa kecewa dengan hal tersebut,
karena tidak seperti yang diperjanjikan dan merugikan para pihak
konsumen.Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa
kurang puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel
berlangganan.

3. Upaya penyelesaian perbuatan waprestasi pada kontrak langganan
jaringan TV kabel yang terjadi antara pihak manajemen TV kabel
berlangganan dengan pihak konsumen, proses penyelesaiannya di
selesaikan secara baik-baik dengan cara bernegosiasi, negosiasi
merupakan proses dimana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha
mencapai sesuatu. Agar hal itu tercapai, kedua belah pihak harus
menyepakati suatu cara pemecahan masalah, negosiasi juga dapat
dikatakan sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai melalui
kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun apabila tidak

61



62

menemukan kata kesepakatan, maka permasalahan itu akan di selesaikan
melalui proses pengadilan agama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pada kontrak langganan
jaringan TV kabel di wilayah kota Banda Aceh pada PT. Maulana Mitra Media,

ada beberapa saran yang ingin penulis samapaikan, yaitu:

1. Disarankan kepada pihak manajemen TV kabel berlangganan sebaiknya
lebih transparan dan berterus terang mengenai kekurangan maupun
kelebihan atas sewa menyewa jaringan TV kabel berlangganan.

2. Kepada para pihak yang melakukan akad ljarah Bi Al-Manfa’ah baik
manajemen maupun konsumen harus melaksanakan isi kontrak sesuai
dengan bentuk kerjasama yang dilakukannya. Pemberi sewa berhak
untuk memberikan perlindungan dan haknya agar membentuk Kinerja
yang baik bagi pihak penyewa. Ketentuan ini bermaksud untuk
membentuk citra kerja yang baik sesuai dengan klausula-klausula dalam
perjanjian. Batasan yang dibentuk juga untuk menghindari terjadinya
ketidakjelasan dalam perjanjian, dalam hal ini batasan penyewa sesuai
dengan pihak pemberi sewa, berlandaskan pada isi perjanjian. Sehingga
perjanjian kerjasama ini dapat dilaksakan dan sah sesuai syariah.

3. Kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan-
permasalahan tersebut dengan cara baik-baik yaitu melalui jalan damai
dan mematuhi isi dari perjanjian agar kedua belah pihak tidak merasa
dirugikan.

4. Untuk peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai wanprestasi pada
akad [jarah Bi Al-Manfa’ah.
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DAFTAR PERTANYAAN

Kepada : PT. Maulana Mitra Media

1.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Bagaimana Sejarah singkat berdirinya perusahaan PT. MAULANA MITRA
MEDIA'!

Bagaimana proses pengembangan perusahaan PT.MMM ?

Apa saja syarat-syarat yang diberikan pihak TV kabel kepada kosumen ?
Bagaimana perjanjian yang disepakati antara pihak TV kabel dengan pihak
konsumen ?

Bagaimana sistem pembayaran pada TV kabel ?

Apakah ada masalah atau kendala pada TV kabel sehingga membuat siaran
kurang bagus?

Apakah selama transaksi berlangsung ada pihak konsumen yang tidak
membayar iuran bulanan ?

Apakah ada konsekuensi apabila konsumen terlambat membayar iuran
bulanan ?

Apakah anda tau bagaimana konsep sewa-menyewa dalam Islam ?

Apakah anda tau apa itu wanprestasi ?

Apakah anda tau wanprestasi yang terjadi pada transaksi TV kabel ?

Apakah anda saling mengetahui dengan konsumen bahwasanya pada
transaksi ini adanya terjadi wanprestasi ?

Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen TV kabel ?
Bagaimana tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen
terhadap wanprestasi tersebut ?

Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV

kabel dalam perspektif akad ljarah ?



Kepada : Pelanggan
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

Apa yang anda ketahui tentang TV kabel ?

Apa saja syarat-syarat yang diberikan pihak TV kabel ?

Bagaimana perjanjian yang disepakati dengan pihak TV kabel ?

Bagaimana sistem pembayaran pada TV kabel ?

Apakah ada masalah atau kendala pada TV kabel selama berlangganan ?
Apakah selama transaksi berlangsung pernah terlambat membayar iuran
bulanan atau tidak membayar iuran bulanan ?

Apakah ada konsekuensi yang diberikan pihak TV kabel apabila terlambat
membayar iuran bulanan ?

Apakah anda tau bagaimana konsep sewa-menyewa dalam Islam ?

Apakah anda tau apa itu wanprestasi ?

Apakah anda tau wanprestasi yang terjadi pada transaksi TV kabel ?
Apakah anda mengetahui bahwasanya pada transaksi ini adanya terjadi
wanprestasi ?

Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan pada kontrak TV kabel ?
Bagaimana tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen
terhadap wanprestasi tersebut ?

Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV
kabel dalam perspektif akad Zjarah ?

Bagaimana pendapat anda tentang perjanjian TV kabel tersebut ?
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Bentuk Surat Perjanjian TV Kabel Berlangganan

PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN PT. MAULANA M|TRA MEDIA

RUANG LINGKUP DAN SYARAT PERJANIIAN

1.1. Penanjaninimerupakan ikalan anta’a PT MMM sebagal Penyedia
layanan dengan Pelanggan sebaga! PNaguna layanan

1.2. Pananjian m boraku efektil sejek 013103 tanganinya penanian i cleh
PT. MMM dan pelanggan untuk Jangh® wakiu terus manerus sepanjang
PT MMM aha ber an yang

beraku. kecuab apabila perjanlan ini G akhin oleh kadua belah pihak

1.3 Pelanggan menjamin bahwa segald “eterangan yang dibarikan Kepada
PT MMM adalah benar,

HAKX KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAG! PT LANGGAN
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Hak Pelanggan

2+ standacatanpelayananyargbakdan T A

2.2 Mendapaikan TN SESUAT Cedga yaig dpgnankan apabili
ncsawalTVPelaNannsudah ready CATV, hiperbahd dan superband”

2,:_Mer.w,.‘kn!cm.\rgqmggu.\-5l.uln ;.

2 4 Menanyakan kartu «dentitas apabila ada Pelugas untuk memernksa
jannganataumenagih

2.5 Melaporxan secara tertulis apabila ada kerusakan lalevisi atau hal-hal
fain, seningga Pelanggan tidak dapal menetmasiatan

Kewapban Pelanggan

11 Membayar tiaya Instatasi (Biaya pemasangan baru, parallel danbiaya
mutasi)

3.2 Membayaruranbulanan I 120 untuk seliap bul,

3.3 Membenkan kasempatan kepada PT. MMM untuk melakukan
pemarnksaaninstalas: guna 1 dbut
dapatberfungsidanganba

3 4 Memelinara instalasi yang ada dalam area ruman / kantor / tempat
usahaamanalerdapal;aringan/sambungan TV Kabal.

3.5 Melapor  kepada pihak PT MMM jika sambungan atau siaran

36 uleupolkan'u:au tertulis apabla akan memindah - tangankan
instalas: kepada phak lan
3.7.Beretixa bak unluk melaksanakan Perjanjan ini.

. Larangan Pelanggan

nstalasi

4.1 Pelanggan dilarang
TV kabalyang
(2Masyamhyng manyalurkan saranke outlel lain
- - =t bt

DAN LARANGAN EAGI PT MMM

atau
n

Hak PT_MMM 1.
f) MU B | T+ |
5.1 Mengadak han ¢ gganti lasi TV Kabel
xabeldalamrumah ] .
2 yaraninstalasi/IKR > 9
5.3 Menolak permintaan / keluhan yang diajukan pelanggan. |ixa secara
taknis &

lonandl

g .

5.4 Memonksa instalasi jaringan TV Kabgl Pelanggan bmk di minta
maupun tidak, untuk memastikan agar Sambungan dapat berfungsi
denganbaik.

5.5 Berhak menggant channel / kanal menambah atau mengurang
jumlah channelkanal dengan alau !anpa pembaritahuan kspada
pelanggan

genak
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Kewajban PT. MMM

6.1 Member

6.2 Melakukan
layanandapatoerfungsl,

6.3, Manghentsan s1aranunluk semantara wakiu apatilatarjadi parbaikan
jaringan dangan 1 B

6.4 Memelhara jaringan TV Kabel agar |aringan letap dapat berfungsi
denganbaik i

8.5 Memberan infoermasi apablla ada perubahan tarl! sekurang-
kurangnya 1 (satu)bulan sebelum pamberiakuan tarif yang baru.

6.6.Berelikayang bak unluhmlnu:\lnnpmun,mnnl.

sepsda
sampal L

sahinggs

Lavangan PT MMM ;

7.1.PT MMM dilarang mengenakan sanksi kepada Pelanggan selsin
arkan ot 10,

Gantl Rugl pambatasan langgung |awab PT, M

8.1. Pelanggandibebaskanmembayadsiuran bulanan dalembulan berjatan
apabila
a Pelanggan lidak dapal maNerma semua siaren maxsimal 10
(sepuluh) han terhitung S®ak tanggal dilerimanys laporan
gangguan
b Kerusakan/gangg tersebullidak disababk
c. Telanciaporkan secara ter'Jltkapada PT MMM,
8.2 Ketentuan paga bulir 8.1 dialad bdak berlaku apabila kerusakan stay
nidak diterimanya saluruh ¢iatan karana:
& Kerus ) sebuldiakib clehpihak
PT MMM (gangguan satoh! POmadaman listrik olah PLN)
b. K. Kkibal pe. K batas normal (force
1AM _Banjr, gernpa bumi sabolese. dil.

ah 09!

majeut)seperubenca

@ Tagshan dan luran bulanan

T Pembayaran luaran bulanan diaksanakan / dibayarkan pada tanggal | &/d 20
bulanbenalan o 4

92 Pembayaran dapat dizkuban gkantor PT.MMM/dapat ditagih melalu

cobector. pakng [ambal lang,a) 25 unfuk seliap bulannya

9.3. Pambayaran melaiu cokiacior g eanakan bizya penagihan sebesar Rp,

10% dar luran bulanan

94 pajak Pertambahan Niai Ra-ang dan jasa (PPN) dibebarkan kepada

pelanggan ‘

10 Sanks:

10

1 Pembayaran yang dilakuean yetalah sesuai ketantuan point 8.1 akan
dikenakan sanksi yang beruz, denda keterfambatan pembayaran, yara
besarnya : v
a_Pembi a4 s rggal 206
“fanaaRp 5 000, - (lima ndu rup-ah)

b Pembayaran dilakukan bulan berkutnya dkenakan denda Rp. 10.000 -
[sepulun by rupah)

¢ Pemuay aran dilakukan bulan ke 22 kenakan denda Rp 10000«
(sepulur nby rupah )

10.2. Pemulusan sementara janngan TV kabel akan dilakukan apavila tidak

membayar juran bulan berjalan

10.3. Pemutusan jasingan TV kabel 3<an diakusan apabila

104 P

105

a8 Tidak membayar luran selama 2 (dualbulan barturut-turut
b.Molanggar kolenlyan poin! 4.2 maka pihak PT. MMM malakukas
pemulusan kepada pelanggan yang membernkan oullel{sambungan)
dan yang menerima outlel (sambungan)

9 sanksi b arkan x point 10,1, 10.2, dan 10.3
hdak 9! g ) (eks ), ahh wans atau
penggantinys untuk melunasi soluruh lunggak termasuk dendanya
kepadaPT. MMM
F dengan ni
13

39 G dan Y bahwa
ntuan point 10.1 sid 10 3 merupakan pembentanuan / informasi
ntang kemungkinan dikenakan sanks lerebul. Oleh karena ilu hidak
a hewajiban PT MMM untuk memberitahukan lerlabih dahulu kepada
Pelanggan atas Pengenaan sanks: yang dimaksud

11. Force majoure

111 Tigak dlassanakannya

atay seluruh parnanjian i
oleh salah salu atau kedua belah pihak hidak termasuk sebagal
pelanggaran gerjanyan jika hak tersebut disebatkan oleh keadaan Force
Majeure (koadaan yang memaksi =

)
~41.2-¥ang Timaksud dengan Fofe Mafédre 3dalaF k3[30ian—kejedian yang

tidak diduga. berdampak luas dan bdak dapat diatasi oleh pihak yang
mengalaminya, larmasuk perisliwa -peristiwa : bencana alam,
pemberontakan, hure hara, perang. kebak bol gok
umum_ pemadaman hstrik umum diluar kemampuan kedua belah pihak
untukmengatasinya

12 Penyeiesaan Perselisihan

121 perselisihan yang menyanghul pelaksanaan

12 2. Apabiia penyal

s perjanjian i
diselesaikan bersama - sama dengan euka bak oleh PT. MMM dan
pelanggan secars musyawarah

" seca 3 lidak dapal dicapai. maka
kedua balan  pinak pakat unluk menyerahkan penyelesaiannya
kepada phak Pengadilan Negoriselempat.

13 Lan - lain

13.1 Hal-nal yangbelum diatur dalam perjanyan ini akan diatur ledtlanul

132. Per)

dalam pengumuman, pempbaritahuan dan/atay dokumen lain yang
ditarbitkan secararesmioleh PT. MMM
iniberlakusejak leh

lahpihax,

133. Kami PT, Maulana Milra Media tidak memungul wran penyiaran

FREE TO AIRyang tak berbayar seperti:

- SCTV - INDOSAR

- GLOBAL TV <NET TV

- NEWS TV - SIARAN RELEGI
R DL



